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ABSTRAK

Nama : Ratih Novianti
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Yang Dilakukan Tuan X

Di Desa Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Tesis ini membahas status subyek yang berdwikewarganegaraan saat berlakunya
UUPA yang menentukan dalam pendaftaran tanah dan penyelesaian permasalahan
yang timbul berkaitan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang
dilakukan saat ini. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini
dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan
pensertipikatan tanah dengan karakteristik yang sama. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa status subyek pada saat berlakunya UUPA menentukan
prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon untuk melakukan pensertipikatan
tanah.

Kata kunei:
Sporadik
ABSTRACT
Name : Ratih Novianti
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Sporadic Land Registration by Mr. X in Desa Gunung Sindur
Kabupaten Bogor.

This thesis describes the status of subject with dual citizenship when UUPA
applied which determines in land registration and settlement of issues arising
relating to initial registration today. This is a research library. The result can be an
example to the people who will request for land certification with the same
characteristics. This study concludes that the status of subject when UUPA applied
determines the procedure to be undertaken by the applicant in land certification.

Keyword:
Sporadic
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan pertanahan di Indonesia
dan pembabaruan Hukum Agraria dimulai sejak tanggal 24 September 1960
dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-
pokok Agraria atau yang lebih dikenal dan disingkat dengan sebutan UUPA.
Sejak saat itu pula dilakukan unifikasi dalam hukum Agraria Nasional yang salah
satunya mengatur mengenai konversi hak-hak atas tanah lama menjadi hak-hak
atas tanah yang diakui oleh UUPA.

Berkaitan dengan pendafiaran tanah hak-hak lama tersebut, dalam prakteknya
meskipun ketentuan mengenai konversi tersebut telah ada sejak tahun 1960,
tetapi sampai dengan saat ini masih banyak tanah-tanah yang belum didafiar.
Dalam praktek, banyaknya tanah-tanah yang belum terdafiar dan telah dialihkan
atau beralih menimbulkan masalah tersendiri pada saat dilakukan pendaftaran
untuk pertama kalinya. Sebagaimana yang terjadi pada beberapa bidang tanah
yang terletak di desa Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Pada saat berlakunya
UUPA yaitu pada tanggal 24 September 1960, tanah tersebut dimiliki dan
dikuasai oleh Warga etnis Tionghoa, yang kemudian diwariskan kepada anak-
anak dan keturunannya. Selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu tanah-
tanah tersebut kemudian dialihkan kepada pihak lain, baik individu maupun
lembaga keagamaan (gereja). Sebagaimana kita ketahui bahwa tanah bekas
milik adat akan dikonversi menjadi hak milik bila subyeknya berstatus Warga
Negara Indonesia pada saat UUPA diundangkan. Status subyek sangat
menentukan status tanah yang dapat dikuasai. Hal ini sesuai dengan ketentuan
dalam UUPA yang mengatakan bahwa :

Sesuai dengan asas kebangsaan tersebut dalam Pasal 1 maka menurut pasal 9 jo
Pasal 21 ayat | hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai

hak milik atas tanah. Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan
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pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (Pasal 26 ayat 2).'

Dalam masyarakat Indonesia yang beragam, terdapat golongan-golongan
penduduk yang dahulunya tunduk pada hukum masing-masing golongannya
(golongan Eropa, Tionghoa, Timur Asing lainnya dan Pribumi). Adanya
golongan penduduk khususnya golongan penduduk etnis Tionghoa yang
mempunyai dwi kewarganegaraan membuat UUPA menerapkan ketentuan-

ketentuan khusus.

Biarpun Hukum Tanah Nasional kita pada dasarmya tidak mengadakan

perbedaan di antara para warga negara Indonesia dalam hubungan dengan

penguasaan tanah, tetapi ada ketentuan-ketentuan khusus yang perlu
diperhatikan.

1. UUPA menentukan sikap khusus terhadap para warga negara Indonesia yang
berkewarganegaraan ganda. Dalam Penjelasan pasal 21 dinyatakan, bahwa:
Sudah selayaknya kiranya, bahwa selama orang-orang warganegara
membiarkan diri, disamping kewarganegaraan Indonesianya, mempunyai
kewarganregaraan negara lain, dalam hal pemilikan tanah, ia dibedakan dari
warganegara Indonesia lainnya. Maka ditentukan dalam pasal 21 ayat 4,
bahwa mereka tidak dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik.

Pada waktu mulai berlakunya UUPA hal tersebut penting artinya bagi
sebagian warganegara Indonesia keturunan Cina, yang disamping
berkewarganegaraan Indonesia, masih mempunyai kewarganegaraan
Republik Rakyat Cina. Mereka diperlakukan sebagai orang asing dalam
pelaksanaan konversi hak-hak tanah lama, menjadi hak-hak baru menurut
UUPA. Kalau mereka mempunyai tanah dengan Hak Eigendom, konversinya
tidak menjadi Hak Milik,melainkan menjadi Hak Guna Bangunan, Karena
untuk dapat dikonversi menjadi Hak Milik, pemegang haknya harus
berkewarganegaraan Indonesia tunggal pada tanggal 24 September 1960.
(pasal 1 ayat 1 dan 3 Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA). Tetapi kalau
mereka telah menyatakan menolak kewarganegaraan RRC-nya dan
penolakan tersebut telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan, mereka dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia
saja. Setelah itu baginya terbuka kemungkinan untuk memperoleh hak atas
tanah sebagai seorang yang berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Tetapi
biarpun sudah menyatakan menolak kewarganegaraan RRC, kalau pada
tanggal 24 September 1960 belum mendapat pengesahan, baginya berlaku
ketentuan sebagai orang asing. Demikian dinyatakan dalam pasal 54 dan

! .
( l)ndon&sla, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No.5 tahun 1960. Penjelasan Umum II ayat
5).
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Penjelas::mnya.2

Di desa Gunung Sindur Kabupaten Bogor, khususnya di Blok Wahija di
Kampung Prumpung terdapat masyarakat etnis Tionghoa yang berasal dari satu
ayah/kakek yang sama yang bermukim dan memiliki tanah secara turun temurun.
Pada saat berlakunya UUPA tahun 1960, yang bersangkutan tidak dapat
membuktikan kewarganegaraan Indonesianya.

Yang dimaksud Warga Negara Indonesia adalah orang-orang yang termasuk
dalam kriteria yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun
1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Secara khusus bagi golongan penduduk etnis Tionghoa. pemerintah Indonesia
pada masa itu membuat Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia
dengan Republik Rakyat Cina (RRC) mengenai Soal Dwi-Kewarganegaraan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 serta Peraturan
Pelaksananya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 1961. Namun kemudian Undang-Undang dan
Peraturan Pelaksananya tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969.

Pada kasus ini, Pengakuan sebagai Warga Negara Indonesia diperolehnya pada
tahun 1968 berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1958 jo Peraturan
Pemerintah No. 20 tahun 1959 yaitu pada masa sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1969, yang dalam Penjelasan Pasal 2 menyebutkan
Selain dari orang yang telah memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia
dengan menyatakan keterangan di Pengadilan Negeri dan Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri, termasuk juga dalam pasal ini orang yang mendapat
formulir C dan D berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1961.
Walaupun demikian sebagaimana Boedi Harsono menyatakan dalam uraiannya

bahwa perubahan atau konversi terjadi karena hukum pada tanggal 24

2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cet.11 , Jakarta:Djambatan, 2007, him 319-320.
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September 1960, karenanya tidak ada lagi hak-hak atas tanah yang lama,
misalnya mengenai tanah-tanah bekas Hak Milik Adat yang sebagian besar
belum ditegaskan konversinya apakah menjadi Hak Milik, Hak Guna Usaha atau
Hak Guna Bangunan. Penegasan tersebut baru akan dapat dilakukan pada waktu
pemiliknya meminta haknya untuk didaftar menurut ketentuan mengenai
pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997. Konversinya
sendiri telah terjadi karena hukum pada tanggal 24 September 1960.> Sehingga
status subyek yang mendapat kewarganegaraan Indonesia pada tahun 1968, tidak
mempengaruhi konversi hak atas tanah yang dimilikinya pada saat berlakunya
UUPA pada 24 September 1960 menjadi berstatus tanah Negara, walaupun
pendaftaran untuk pertama kalinya dilakukan pada saat ini.

Ketentuan tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran tanah
untuk pertama kalinya yang dilakukan oleh pemilik terakhir atau dalam istilah
yang umum dalam masyarakat yaitu mengajukan pensertipikatan atas tanah
agar yang bersanglutan mendapat kepastian dan perlindungan hukum sebagai
pemegang hak, karena tanah dengan status tanah Negara tersebut, sebagian telah
beralih secara turun temurun atau berpindah penguasaannya kepada pihak lain.
Pendaftaran tanah yang dilakukan dalam hal ini adalah pendaftaran tanah secara
sporadik yaitu kegiatan pendaflaran tanah untuk pertama kali mengenai satu
atau beberapa obyek pehdaﬁaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah
suatu desa/kelurahan secara individual atau massal, yang dilaksanakan atas
permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek
pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.

Beberapa persoalan hukum yang berhubungan dengan subyek yang ber-
dwikewarganegaraan pada saat berlakunya UUPA dijumpai pada saat pemilik
terakhir melakukan pendafiaran tanah pada saat ini. Bagaimana persoalan hukum
yang ada dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara sporadik yang
dilakukan oleh Tuan X di desa Gunung Sindur Kabupaten Bogor dapat

diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini

3 Jbid., him 324,
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oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk

melakukan penelitian dan menjadi alasan penulisan tesis ini.

. POKOK PERMASALAHAN

Pokok Permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini sehubungan dengan

pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara sporadik yang dilakukan Tuan X di desa

Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, adalah :

1. Mengapa subyek yang ber-dwikewarganegaraan saat berlakunya UUPA akan
mempengaruhi dalam Pendaftaran Tanah untuk pertama kalinya yang
dilakukan pada saat ini ?

2. Bagaimana penyelesaian permasalahan hukum yang ada dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah secara sporadik yang dilakukan oleh Tuan X di desa
Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, menurut ketentuan hukum yang berlaku
pada saat ini?

. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian normatif, yaitu metode yang menggunakan penelitian kepustakaan dan
juga dilengkapi dengan pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini
bersifat eksploratif karena akan mengungkapkan teori-teori atau konsep-konsep
yang akan dipakai untuk menganalisis permasalahan yang dikemukakan dengan
tujuan untuk memperdalam pengetahuan.

Selain data sekunder melalui penelitian kepustakaan, pengumpulan data juga
dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Desa dan
Sekretaris Desa Gunung Sindur Kabupaten Bogor serta Pejabat di lingkungan
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang fangsung terkait dalam proses
pendaftaran tanah, dan wawancara dengan informan yaitu para ahli waris
(pemilik asal) bidang-bidang tanah yang didaftar.

SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam tiga bab sebagai berikut :
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BAB 1

BAB 2

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, alasan

penulis tertarik untuk memilih topik dan mengangkatnya menjadi

sebuah penelitian yang menjadi bahasan dalam tulisan ini, hal-hal

yang menjadi  pokok permasalahan, metode penelitian yang
dipergunakan serta sistematika penulisan.

PERSOALAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN TANAH
SECARA SPORADIK YANG DILAKUKAN OLEH TUAN X DI
DESA GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR

A.

Pokok-pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah, sub bab ini

akan menguraikan mengenai unifikasi hukum Agraria di

Indonesia yang terjadi dengan berlakunya UUPA, landasan teori

mengenai Pendaftaran Tanah yaitu Pengertian, Asas, Tujuan,
Sistem Pendaftaran, Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah dan
Kegiatan Pendaflaran Tanah dan Peraturan Perundang-
undangan yang mengaturnya.

1.
2.

Hubungan Penguasaan Tanah dengan Subyek Hukum
Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia dan ketentuan
yang mengatur mengenai Warga Negara Indonesia etnis
Tionghoa yang berlaku saat ini.

Analisa Pemasalahan Hukum

1.

Status Subyek yang ber-dwikewarganegaraan saat
berlakunya UUPA  sangat mempengaruhi  dalam
pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara sporadik yang
dilakukan pada saat ini oleh Tuan X di desa Gunung Sindur
Kabupaten Bogor. -

Penyelesalan permasalahan yang dijumpai dalam
pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik tersebut oleh
pihak-pihak yang terlibat,
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BAB 3

PENUTUP

Merupakan akhir dari pembahasan yang berisikan kesimpulan dari
permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya. Dalam bagian ini,
penulis menyampaikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna
bagi pembaca pada umumnya dan bagi pihak-pihak yang
bersangkutan pada khususnya.
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BAB2

PERSOALAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN TANAH SECARA

SPORADIK YANG DILAKUKAN OLEH TUAN X
DI DESA GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR

A. POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH

1.

UNIFIKASI HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Sebelum UUPA diundangkan pada tanggal 24 September 1960, berlaku
secara bersamaan berbagai perangkat Hukum Agraria yang bersumber dari
Hukum Adat yang komunalistik religius dan Hukum Perdata Barat yang
individualistik liberal, atau dengan kata lain terjadi dualisme hukum
Agraria/Tanah.

Selain bertentangan dengan cita-cita persatuan bangsa, dualisme Hukum
Tanah menimbulkan pelbagai masalah hukum antargolongan yang serba
sulit, sehubungan dengan adanya juga dualisme dalam Hukum Perdata.
Persoalan hubungan antargolongan selain timbul karena adanya dualisme
dalam Hukum Tanah, juga karena menurut hukum dan kenyataannya,
tanah-tanah hak barat tidak hanya dapat dipunyai dan dapat dipunyai oleh
orang-orang dan badan-badan hukum yang tunduk pada Hukum Perdata
Barat. Demikian juga tanah-tanah hak adat.* )
Sehubungan dengan kemungkinan diperoleh dan dipunyainya tanah oleh
orang-orang yang tunduk pada Hukum Perdata yang berbeda dengan
hukum yang berlaku terhadap tanahnya, timbullah persoalan hukum yang
penyelesaian serta jawabannya dalam suatu perangkat hukum tersendiri
yang oleh Gouw Giok Siong disebut Hukum Agraria Antargolongan atau
Hukum Tanah Antargolongan. Asas Hukum Tanah Antargolongan
menyatakan bahwa status atau kedudukan hukum tanah di Indonesia
terlepas dari dan tidak dipengaruhi oleh hukum yang berlaku bagi
subyek yang mempunyainya. Dalam hubungan antargolongan, pendapat
umum  menyatakan bahwa tanah  selalu  merupakan titik

* Ibid,, him. 62.
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pertalian sekunder. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tanah
tidak selalu menjadi titik pertalian sekunder, karena tidak setiap perbuatan
hukum mengenai tanah pengaturannya termasuk Hukum Tanah.
Sungguhpun Hukum Tanah sudah tunggal, selama hukum Perdata kita
masih dualistik, tetap masih akan dijumpai kasus-kasus hukum Tanah
Antargolongan. Tetapi penyelesaiannya akan lebih mudah karena tolok
penentu hukumnya menggunakan Hukum Tanah yang diatur dalam UUPA,
Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan yang fundamental pada
Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan, yang
kita sebut Hukum Tanah, yang dikalangan pemerintahan dan umum juga
dikenal sebagai Hukum Agraria.’

Lebih rinci lagi dalam Penjelasan Umum UUPA angka IlI, bahwa UUPA
meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan
hukum dengan menghilangkan dualisme itu. Yang selanjutnya berlaku
adalah hukum agraria yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum
adat yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat
dalam Negara yang modern.

Pasal 5 UUPA mengatur bahwa :

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan
sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum
dalam undang-undang ini, dan dengan peraturan perundangan lainnya,
segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar
pada hukum agama. °

Dengan berlakunya UUPA, kita meniadakan dualisme hukum pertanahan
dengan menundukkan kembali hukum adat pada tempatnya sebagai
landasan utama hukum agraria nasional. ’

5 Ibid., him 1.
® Indonesia., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960., Pasal 5.
? Sutedi, Adrian., Peralikan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta:Sinar Grafika,2008, him.

55.
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Sebagai konsekuensi dari unifikasi hukum agraria di Indonesia, UUPA
pada BAGIAN KEDUA mengatur mengenai KETENTUAN-
KETENTUAN KONVERSI dimana seluruh hak-hak atas tanah-tanah yang
ada sebelum berlakunya UUPA dikonversi kedalam sistem UUPA.
Menurut Parlindungan, pelaksanaan konversi itu sendiri merupakan sesuatu
yang sangat drastis yang bertujuan untuk menciptakan suatu unifikasi
hukum keagrariaan di tanah air kita.?

Parlindungan dalam Konversi Hak-hak atas Tanah menyatakan ada 5
prinsip yang mendasari sikap dan filosofi dari ketentuan konversi dalam
UUPA yaitu:’

1. Prinsip nasionalitas

2.  Prinsip pengakuan hak-hak tanah terdahulu

3. Kepentingan hukum

4.  Penyesuaian kepada ketentuan konversi

5. Status quo hak-hak tanah terdahulu

Ad 1. Prinsip Nasionalitas tercermin dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1)
UUPA dimana disebutkan Hanya warganegara Indonesia dapat
mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan
ruang angkasa.

UUPA juga menerapkan secara konsckuen prinsip nasionalitas
dalam Pasal 21 ayat : '

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula
warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan
setelah  berlakunyaUndang-Undang  ini  kehilangan
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam
jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau
hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka
waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan,

® Parlindungan., Konversi Hak-hak Atas Tanah, Edisi Il cet 1, Bandung: Penerbit Mandar Maju
1990, him 2.

? Ibid., him 6.
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maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh
pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain
yang membebaninya tetap berlangsung.

(4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya
mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat
mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku
ketentuan dalam ayat 3 pasal ini. *°

UUPA dalam pasal 30 yang mengatur mengenai Hak Guna Usaha
dan pasal 36 yang mengatur mengenai Hak Guna Bangunan, juga
menerapkan prinsip nasionalitas bagi subyek pemegang haknya.
Sikap konsekuen dari prinsip nasionalitas juga terlihat dalam Pasal
54 UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

Berhubung dengan ketentuan-ketentnan dalam Pasal 21 dan 26,
maka jika  seseorang yang disamping kewarganegaraan
Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat
Tiongkok telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik
~ Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundang-
undangan  yang  bersangkutan, ia  dianggap  hanya
berkewarganegaraan Indonesia saja menurut Pasal 21 ayat (1). "

Masalah utama tentang kapan dia dianggap sebagai telah
berkewarganegaraan tunggal terungkap dari ketentuan-ketentuan
seperti tersebut dibawah ini :

Persoalan dwi kewarganegaraan ini timbul oleh karena pada saat itu
RRC menganut azas ius sanguinis, artinya ketuwrunan Cina
dimanapun mercka berada tetap dianggap warganegara RRC
biarpun mereka ada di seberang laut dan terkenal dengan istilah
Hoa Kiau. Melalui persetujuan  Sunaryo-Chou En Lai,
dibuatlak penyelesaian dwi-kewarganegaraan, yaitu mereka orang-
orang keturunan Cina harus menyatakan lagi penolakannya atas
kewarganegaraan RRC-nya di konsulat’kedutaan RRC yang ada di
Indonesia. Dengan penolakan sahlah mereka menjadi warganegara
Indonesia tunggal.

Persetujuan tersebut telah mendorong sejumlah orang-orang Cina
yang tidak mengakui RRC, untuk dikembalikan menjadi
warganegara RRC atau mereka menjadi orang-orang yang
stateless karena mereka mengaku warganegara ROC (Republic
of China) Taiwan, sedang pemerintah tidak mempunyai
hubungan diplomatic dengan ROC Taiwan tersebut.

+ Indonesia, Undang-Undang Nomor $ Tahun 1960, Pasal 21 ayat (3) dan (4).
Ibid., Pasal 54,
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Mereka inilah yang banyak menjadi korban dalam penyelesaian
konversi hak-hak tanahnya yang terdapat di Indonesia, karena tidak
dapat dikonversi dan mereka dianggap tetap orang asing.

Dalam Surat Edaran Menteri Agraria tanggal 14 Februari 1961
Nomor Unda 6/1/2 dinyatakan bahwa :

Dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang menetapkan
siapa-siapa dianggap secara implisit hanya berkewarga-negaraan
RI, supaya ditambahkan orang-orang warga-negara Republik
Indonesia, yang menurut surat keterangan dari Panitia Pemilihan
Indonesia atau keterangan-keterangan lainnya membuktikan bahwa
mereka ikut memilih dalam pemilihan umum untuk Dewan
Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di
Indonesia. Untuk mereka mempergunakan formulir C sebagai
lampiran dari PP 20 tahun 1959."

Dari uraian tersebut, jelasiah bahwa prinsip nasionalitas secara
tegas dan konsekuen dilakukan dalam hal konversi hak-hak atas
tanah yang tunduk pada hukum lama kepada hak-hak atas tanah
dalam sistem UUPA.

Ad.2. Pengakuan hak-hak yang terdahulu

Ketentuan konversi di Indonesia mengambil sikap yang human atau
peri kemanusiaan atas masalah hak-hak tanah yang ada sebelum
berlakunya UUPA, yaitu hak-hak yang pernah tunduk kepada BW
maupun kepada Hukum Adat. .

Penyelesaian dari tanah-tanah ex BW telah berakhir dengan
diterbitkannya Keppres 32 tahun 1979, yang menyatakan bahwa
tanah-tanah tersebut telah berakhir masa konversinya dan bagi
tanah-tanah yang tidak diselesaikan haknya menjadi kembali tanah
yang dikuasai oleh Negara. Ketentuan Keppres 32 tahun1979 ini
hanya berlaku untuk tanah-tanah yang berakhir masa konversinya
pada tanggal 24 September 1980, tetapi tidak lagi atas tanah-tanah
ex BW yang sebelumnya sudah diperbaharui haknya sebelum
tanggal 24 September 1980.

Untuk hak-hak tanah yang tunduk kepada Hukum Adat telah
diadakan ketentuan khusus yaitu dengan SK 26/DDA/1970, bahwa
konversi dari hak-hak tanah Adat tidak ada batas waktu
konversi, karena pertimbangan khusus, biaya, prosedur dan

'2 Parlindungan., op. cit., him 9-10.
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Ad.3.

ketidakpedulian dari rakyat untuk mensertipikatkan tanahnya.'3

Kepentingan Hukum

Yang dimaksud kepentingan hukum disini adalah dalam
kenyataannya hak-hak atas tanah yang terdahulu selain dari hak-hak
atas tanah yang tunduk kepada Hukum Adat tetap diakui walaupun
telah berakhir ketentuan konversinya untuk kepastian agar dapat
dialihkan kepada orang lain, dengan pernyataan persetujuan yang
bersangkutan sebagaimana diatur dalam Keppres 32 tahun 1979.

Ad. 4. Penyesuaian kepada ketentuan konversi

Ad. 5.

3 1bid, him 17.
" Ibid., him 19,
15 Ibid., him 22.

Adanya penyesua.ian antara hak-hak yang tunduk kepada Hukum
Adat dan BW dengan hak-hak yang diatur oleh UUPA dalam pasal-
pasal dari Ketentuan Konversi.

Status quo hak-hak tanah terdahulu

Walaupun di beberapa daerah PP 10 tahun 1961 berlaku secara
berbeda sehingga terjadi status quo hak-hak atas tanah berdasarkan
hukum lama, Parlindungan berpendapat bahwa dengan berlakunya
UUPA pada tanggal 24 September 1960 harus dijadikan dasar
berakhirnya dualisme hukum tanah sehingga ketentuan konversi
dapat dilaksanakan secara konsekuen."*

Dengan demikian setiap ada pembuatan suatu bukti hak baru atas
tanah yang tunduk kepada sistem lama adalah batal dan tidak
berkekuatan hukum. Hal ini dapat kita baca pada penjelasan dari
PMA 2 tahun 1962 Nomor 9 :

Untuk mencegah salah paham bahwa hak yang ditegaskan dan

- dikonversi ataupun diakui itu adalah menurut keadaan tanggal 24

September 1960. ' ) «

Yang dapat ditolerir adalah pernyataan bahwa Sesutu bidang tanah
itu tunduk kepada Hukum Adat. Hal ini berkaitan dengan
pandangan pragmatis bahwa tanah-tanah yang tunduk kepada
hukum adat pada umumnya tidak mempunyai bukti-bukti hak atas
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tanah, hanya diketahui batas-batasnya oleh para jiran tetangganya
dan berdasarkan kenyataan itulah maka kepala desa menerbitkan
surat keterangan tentang hak tanah tersebut yang disahkan oleh
camat setempat. Keterangan itu adalah bersifat deklaratif (hanya
menerangkan saja dan tidak bersifat konstitutif).

Hal yang sama kita lihat dalam penerbitan girik, letter ¢, petuk di
Jawa yang masih dilakukan, sedangkan pemerintah dalam
Ketentuan Konversi menganggap bukti-bukti itu sebagai dasar
permulaan pembuktian hak.'¢

2. PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATURNYA.

Dari uraian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa ketentuan konversi UUPA
adalah penyesuaian hak-hak tanah yang pernah tunduk kepada sistem
hukum lama yaitu hak-hak tanah menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat, untuk masuk
dalam sistem hak-hak tanah menurut ketentuan UUPA. Pelaksanaan
konversi hak itu baru tuntas selesai atas tanah tersebut bila telah dibukukan
dan diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya.

Dengan demikian konversi hak atas tanah berhubungan erat dengan
Pendaftaran Tanah. UUPA dalam Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa
Pendaftaran Tanah diadakan untuk menjamin kepastian hukum, yang
selanjutnya  dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah."

i.  Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan
teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya

' Ibid., him 23
' Indonesia., loc. cit., Pasal 19.
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bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.'®

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern
merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi
kepentingan rakyat, dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum
di bidang pertanahan. Sebagian kegiatannya yang berupa
pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar, dapat ditugaskan
kepada swasta. Tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum, hasilnya
memerlukan pengesahan Pejabat Pendaftaran yang berwenang,
karena akan digunakan sebagai data bukti."”

Mengenai  pengertian  Pendaftaran Tanah, Boedi Harsono
menguraikannya sebagai berikut : *

Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya
berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang
berkzaitan satu dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan
rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan
ua:am rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang
pertanahan bagi rakyat.

Kata-kata “terus menerus” menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan,
yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah -
terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan
dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, hingga tetap
sesuai dengan keadaan yang terakhir.

Kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan harus
berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena
hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya
kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum
Negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.

Data yang dihimpun meliputi 2 bagian yaitu data fisik mengenai
tanahnya (lokasinya, batas-batasnya, luasnya bangunan dan tanaman
yang ada diatasnya) dan data yuridis mengenai haknya (haknya apa,
siapa pemegang haknya, ada atau tidaknya hak pihak lain).

Wilayah yang dimaksud adalah wilayah kesatuan administrasi
pendaftaran atau dapat juga desa atau kelurahan, sebagaimana
ditetapkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997.

“Tanah-tanah tertentu” menunjuk kepada obyek pendaftaran tanah.
Urutan kegiatan pendaftaran tanah adalah “pengumpulan” datanya,
“pengolahannya”, “penyimpanannya” dan kemudian “penyajiannya”.

** Harsono, op. cit., him. 72.
9 Ibid.
 Ibid., him 72-74.
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Kegiatan-kegiatan terscbut meliputi baik data pendaftaran untuk
pertama kali maupun pemeliharaannya kemudian. Dalam pengertian
“penyajian” termasuk penerbitan dokumen informasi kepada pihak
yang memintanya, berdasarkan data yang dihimpun. Berdasarkan
data yang dihimpun, diterbitkan surat tanda bukti haknya.

il.  Asas Pendaftaran Tanah

Pendaftaran Tanah dilakukan berdasarkan asas sederhana, aman,
terjangkau, mutakhir dan terbuka.?!

Selanjutnya secara terinci asas-asas tersebut diuraikan dalam
Penjelasan Pasal 2 PP 24/1997 : 2

Asas Sederhana dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok
maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak
yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

Asas Aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendafiaran
tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat schingga
hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan
pendafiaran tanah itu sendiri.

Asas Terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang
memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan
kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan
dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus dapat
terjangkau oleh pihak yang memerlukan.

Asas Mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya.
Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir.
Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan
perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas Mutakhir
menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus
dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor
Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.

Asas Terbuka dimaksudkan bahwa masyarakat dapat memperoleh
keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

iii. Tujuan Pendaftaran Tanah

2! Indonesia., Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Ps. 2.
2 Ibid. , Penjelasan Ps. 2.
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Pendaftaran Tanah bertujuan ; *

a.  Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah
susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat
membuktikan  dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan.

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun yang sudah didafiar;

c.  Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Tujuan utama penyelenggaraan Pendaftaran Tanah yang
diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA adalah memberikan kepada
pemegang haknya sertipikat sebagai surat tanda buktinya. Maka

memperoleh  sertipikat bukan  sekedar fasilitas, melainkan
merupakan hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin undang-
undang.

Untuk penyajian data diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya setempat. Daftar Umum dalam tata usaha
pendafiaran tanah terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat
ukur, buku tanah dan dafiar nama. Para pihak yang berkepentingan,
terutama calon pembeli atau calon kreditor, sebelum melakukan suatu
perbuatan hukum mengenai bidang tanah perlu dan karenanya
mereka berhak mengetahui data yang tersimpan dalam daftar di
Kantor Pertanahan tersebut. #

Data tersebut bersifat terbuka untuk umum kecuali daftar nama, yang
untuk menghindari penyalahgunaan, bersifat tidak terbuka untuk
umum.

Selanjutnya untuk mencapai tertib administrasi sebagai tujuan
pendaftaran tanah, maka untuk setiap bidang tanah atau satuan rumah

susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didafiar.

iv.  Sistem Pendaftaran Tanah yang digunakan.
Sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan: apa yang didafiar,
bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridisnya serta bentuk

® Ibid,, Penjelasan Ps. 3,
* Harsono., op.cit., him 472.
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tanda-bukti haknya. »

Di dalam kegiatan pendaftaran tanah dikenal dua macam sistem
pendaftaran tanah yaitu :

a. Sistem Pendaftaran akta (registration of deeds)

b. Sistem Pendaftaran hak (registration of title)

Kedua sistem pendaftaran tanah tersebut menjadikan akta sebagai
sumber data. Perbedaannya terletak pada apa yang didafiar dan
sikap PPT (Pejabat Pendafiaran Tanah).

Pada Sistem Pendaftaran Akta yang didaftar adalah aktanya dan PPT
bersikap pasif, sedangkan pada Sistem Pendaftaran Hak yang didafiar
adalah hak yang diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian,
disamping itu PPT pada sistem ini bersikap aktif.

Sistem pendaftaran yang digunakan di Indonesia adalah sistem
pendaftaran hak (registration of titles). Hal ini tampak dengan
adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan
data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertipikat
sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar. (Pasal29 dan Pasal
31 PP 24/1997).

Sistem Publikasi yang digunakan

Pada prinsipnya dikenal dua sistem publikasi pendaftaran tanah

yaitu : *

a. Sistem Publikasi Positif
Dalam sistem publikasi positif, kebenaran data yang disajikan
dalam register dijamin sepenuhnya oleh Negara. Pemegang hak
yang namanya tercatat dalam register memperoleh apa yang
discbut indefeasible title (hak yang tidak dapat diganggu gugat).

b. Sistem Publikasi Negatif

3 rbid., him. 76.
26 Ibid., him. 82
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19

Data yang disajikan dalam sistem publikasi negatif tidak boleh
begitu saja dipercaya kebenarannya. Negara tidak menjamin

kebenaran data yang disajikan.

Sistem Publikasi yang digunakan UUPA dan PP 24/1997
adalah sistem publikasi yang negatif dengan unsur positif ,
karena yang dihasilkan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah
surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat. Hal ini ternyata dalam Pasal 19 ayat 2
huruf ¢, Pasal 23 ayat 2, Pasal 32 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 2
UUPAZ

Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk Pertama kalinya (“initial
registration”) meliputi tiga bidang, yaitu : **

a. Bidang fisik atau “teknis kadastral”

b. Bidang yuridis dan

¢. Penerbitan dokumen tanda bukti hak.

Pendaftarar untuk pertama kali adalah kegiatan mendafiar untuk

pertama kalinya sebidang tanah yang semula belum didafiar menurut

ketentuan peraturan pendafiaran tanah yang bersangkutan. #

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan
melalui dua cara yaitu secara sistematik dan secara sporadik.*
Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak, yang meliputi
semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah
atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Umumnya prakarsa
datang dari Pemerintah. *'

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran
tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan
secara individual atau massal, yang dilakukan atas permintaan
pemegang atau penerima hak atas tanah yang bersangkutan. *?

27 Ibid, hlm 477,

B Ibid, him. 74.

2 Ibid

3 1bid., him, 75.

3 1bid
32 Ibid, him. 76.
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Baik dalam pendaftaran tanah secara sistematik, maupun pendaftaran
tanah secara sporadik, kegiatan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama
Kali meliputi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik

3 1bid., him. 488.
34 Ibid., him. 491

Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bidang-bidang
tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya,
batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-
tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
Kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi

- Pembuatan peta dasar pendaftaran;

- Penetapan batas bidang-bidang tanah;

- Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan
pembuatan peta pendaftaran;

- Pembuatan daftar tanah; dan

- Pembuatan surat ukur.

Pengumpulan ‘dan pengolahan data yuridis serta pembukuan
haknya.

Dalam kegiatan pengumpulan data yuridis diadakan perbedaan
antara pembuktian hak-hak baru dan hak-hak lama.

Hak-hak baru adalah hak-hak yang baru diberikan atau
diciptakan sejak mulai berlakunya PP 24/1997. Sedangkan hak-
hak lama yaitu hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-
hak yang ada pada waktu mulai berlakunya UUPA dan hak-hak
yang belum didaftar menurut PP 10/1961.*

Pembuktian hak baru untuk keperluan pendaftarannya diatur
dalam Pasal 23 PP 24/1997, sedangkan pembuktian hak lama
diatur dalam Pasal 24 PP 24/1997.

Dari data yuridis yang telah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan
penilaian kebenaran (penelitian data yuridis) oleh Panitia
Ajudikasi dan Kepala Kantor Pertanahan, yang hasilnya
dituangkan dalam Pengumuman di Kantor Pertanahan setempat
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% Ibid., him. 500-501.
36 Ibid., him. 502,

dan Kantor Desa/Kelurahan letak tanah bersangkutan selama
30 hari untuk pendaftaran secara sistematik dan 60 hari untuk
pendaftaran secara sporadik, yang bertujuan memberi kesempatan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan
keberatan (Pasal 26 dan 27 PP 24/1997). Setelah jangka waktu
pengumuman berakhir data fisik dan data yuridis yang
diumumkan disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik
dan Data Yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 28 PP 24/1997.
Selanjutnya tata cara pembukuan hak dan pelaksanaan
pembukuan diatur dalam Pasal 29 dan 30 PP 24/1997.
Penerbitan sertipikat

Sertipikat sebagai surat tanda bukti hak, diterbitkan untuk
kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan
data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah
didaftar buku tanah. Memperoleh sertipikat adalah hak pemegang

hak atas tanah, yang dijamin undang-undang. (Pasal 31 PP
24/1997)*

Dalam Pasal 32 dan Penjelasannya diberikan interpretasi otentik
mengenai pengertian sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat
yang  ditentukan  dalam UUPA dan penerapan
lembaga “rechtsverwerking” untuk mengatasi kelemahan sistem
publikasi negatif yang digunakan dalam penyelenggaraan
pendafiaran tanah menurut UUPA ¢

Penyajian data fisik dan data yuridis

Penyelenggaraan tata usaha pendafitaran tanah dalam Daftar
Umum yang terbuka untuk umum ditujukan untuk memberikan
kgsempatan kepada pihak-pihak berkepentingan dengan
mudah mendapatkan informasi mengenai bidang tanah tersebut.
Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Mengenai penyimpanan daftar umum dan dokumen diatur dalam
Pasal 35 PP 24/1997.
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vii. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pendafiaran

Tanah.

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria atau disingkat UUPA, khususnya Pasal 1.9;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah (yang selanjutnya akan disingkat dengan PP
24/1997) yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961. PP 24/1997 mulai berlaku tanggal 8 Oktober 1997
yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkannya pada 8 Juli
1997 sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Penutup Pasal 65
dan 66.

c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun
1997 tentang Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan peraturan pelaksana PP
24/1997 mengatur pendafiaran tanah secara lebih lengkap dan
terinci.

d. Ketentuan berkaitan dengan pendaftaran tanah juga ditemukan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

B. 1. HUBUNGAN PENGUASAAN TANAH DENGAN SUBYEK HUKUM

Penguasaan tanah memiliki arti fisik dan yuridis. Penguasaan tanah dalam
arti fisik adalah penguasaan fisik (riil) oleh subyek hukum baik perorangan
maupun badan hukum atas tanah. Penguasaan tanah secara fisik yang tidak
didasari oleh suatu alas hak berdasarkan Undang-Undang merupakan
pendudukan tanah secara illegal. Penguasaan tanah secara fisik yang
dilandasi oleh alas hak berdasarkan Undang-Undang adalah termasuk
dalam artian penguasaan tanah secara yuridis. Walaupun tidak selalu
penguasaan tanah secara yuridis memberikan kewenangan kepada
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pemegang haknya untuk menguasai tanah secara fisik sebagaimana yang
dimiliki oleh pemegang hak tanggungan.
Penguasaan tanah juga memiliki aspek perdata dan aspek publik.
Hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah Nasional
adalah ;
a. Hak Bangsa Indonesia yang beraspek perdata dan publik;
b. Hak Menguasai dari Négara yang semata-mata beraspek publik;
c¢. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang beraspek perdata dan
publik;
d. Hak-hak Peroranganfindividual, semuanya beraspek perdata, yang
terdiri dari :
1. Hak-hak atas Tanah (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai)
2. Hak Jaminan atas Tanah (Hak Tanggungan).

Semua hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang,
kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat
sesuatu mengenai tanah yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib

atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan
itulah yang menjadi kriterium atau tolok pembeda di antara hak-hak
penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. ¥’

Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah sebagai
lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkret.

Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu lembaga hukum, jika belum
dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai
pemegang haknya.™

Sedangkan hak penguasaan atas tanah yang merupakan suatu hubungan
hukum konkret, jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai
obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau

37 Ibid., him 24.
38 Ibid, him 25.

'Unlvorsltas indonesia

Pendaftaran tanah..., Ratih Novianti, FH Ul, 2010



pemegang haknya.*

Sistematika pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah terbagi atas :

1. Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang mengatur hak-hak

penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum : ©

a.
b.

C.

d.

Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan
Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan
dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu
penguasaannya.

Mengatur hal-hal mengenai subyeknya, siapa yang boleh menjadi
pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya.

Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.

2. Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang mengatur hak-hak penguasaan
atas tanah sebagai hubungan hukum konkret : ¢
a. Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan

caog

hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan hak penguasaan
atas tanah.

Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain.
Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain.
Mengatur hal-hal mengenai hapusnya.

Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hubungan penguasaan tanah
dengan subyek hukum diatur dalam ketentuan-ketentuan mengenai
hak penguasaan tanah baik sébagai lembaga hukum maupun sebagei
hubungan hukum konkret.

Sebagai lembaga hukum, ditetapkan siapa saja subyek hukum yang
boleh memegang hak penguasaan atas tanah. Contohnya dapat dilihat
dalam UUPA Pasal 21 mengenai Hak Milik, Pasal 30 mengenai Hak Guna
Usaha, Pasal 36 mengenai Hak Guna Bangunan dan Pasal 42 mengenai
Hak Pakai. Pasal-pasal UUPA mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas tanah telah dilengkapi dengan ketentuan

3 Ibid
4 Ibid. him 26.
! Ibid , him 26-27.
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pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang
mulai berlaku tanggal 17 Juni 1996. Mengenai Hak Pakai berdasarkan
Pasal 42 UUPA, salah satu subyek yang dapat memilikinya adalah orang
asing yang berkedudukan di Indonesia, lebih lanjut diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat
Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.
Jadi UUPA mengatur subyek hukum yang dapat menguasai hak atas tanah.
Bila status subyek hukumnya tidak sesuai dengan hak atas tanah yang ada
maka tidak akan ada hubungan hukum konkret antara subyek hukum
dengan tanah sebagai obyeknya. Kalaupun hal tersebut  terjadi
dikarenakan peristiwa atau perbuatan hukum tertentu, UUPA selanjutnya
mengaturnya bagaimana hak atas tanah tersebut dapat dikuasai kembali
oleh subyek yang sesuai.
Ketentuan pokok mengenai subyek hak-hak atas tanah dicantumkan dalam
Pasal 9 UUPA :
Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang
sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas
ketentuan Pasal 1 dan 2. Tiap-tiap warganegara, baik laki-laki maupun
wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu
hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri
sendiri maupun keluarganya.

Beberapa asas umum subyek hak atas tanah adalah : *?

a. Dalam Hukum Tanah Nasional kita tidak ada kebebasan dalam
pemindahan hak atas tanah, karena bagi tiap hak atas tanah ditentukan
syarat yang harus dipenuhi oleh subyeknya

b. Tiap warganegara Indonesia diperbolehkan menguasai tanah dengan
hak apa pun, kecuali jika secara tegas ada larangan yang tidak

memungkinkannya.

2 Ibid,, him 317-319,
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Tidak ada perbedaan antara sesama warganegara Indonesia, yang
didasarkan atas perbedaan ras atau kelamin.

Bagi badan hukum dan orang asing hanya terbuka kemungkinan
menguasai tanah dengan sesuatu hak, jika hal itu secara tegas
disebut dalam peraturan yang bersangkutan.

Dalam Hukum Tanah Nasional kita status hukum tanah tidak mengikuti
status hukum pemegang haknya.

Biarpun mempunyai eksistensi tersendiri, bagi terciptanya dan
kelangsungan keberadaannya, sesuatu hak atas tanah dipengaruhi oleh
status calon pemegang hak atau pemegang haknya.

Biarpun Hukum Tanah Nasional pada dasamya tidak mengadakan
perbedaan di antara para warganegara Indonesia dalam hubungan dengan

penguasaan tanah, tetapi ada ketentuan-ketentuan khusus yang perlu

diperhatikan, yaitu :

1.

UUPA menentukan sikap khusus terhadap para warganegara Indonesia
yang berkewarganegaraan ganda. Dalam Penjelasan Pasal 21
dinyatakan, bahwa Sudah selayaknya kiranya, bahwa selama orang-
orang warganegara membiarkan diri, disamping kewarganegaraan
Indonesianya, mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal pemilikan
tanah, ia” dibedakan dari warganegara Indonesia lainnya. Maka
ditentukan dalam Pasal 21 ayat 4, bahwa mercka tidak dapat
mempunyai tanah dengan Hak Milik. Pada waktu mulai berlakunya
UUPA hal tersebut penting artinya bagi sebagian warganegara
Indonesia keturunan Cina, yang disamping kewarganegaraan Indonesia,
masih mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Cina. Mereka
diperlakukan sebagai orang asing dalam pelaksanaan konversi hak-hak
tanah yang lama, menjadi hak-hak baru menurut UUPA. Kalau mereka
mempunyai tanah dengan Hak Eigendom, konversinya tidak menjadi
Hak Milik, melainkan menjadi Hak Guna Bangunan, karena untuk
dapat dikonversi meniadi Hak Milik, pemegang haknya harus
berkewarganegaraan Indonesia tunggal pada tanggal 24 September
1960. (Pasal 1 ayat 1 dan 3 Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA).
Tetapi kalau mereka telah menyatakan menolak kewarganegaraan
RRC-nya dan penolakan tersebut telah disahkan menurut peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan, mereka dianggap hanya
berkewarganegaraan Indonesia saja. Setelah itu baginya terbuka
kemungkinan untuk memperoleh hak atas tanah sebagai seorang yang

berkewarganegaraan Indonesia tunggal.  Tetapi biarpun sudah
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menyatakan menolak kewarganegaraan RRC, kalau pada tanggal 24
September 1960 belum mendapat pengesahan, baginya berlaku
ketentuan sebagai orang asing. Demikian dinyatakan dalam Pasal 54
dan Penjelasannya.

Mengenai tatacara melepaskan kewarganegaraan RRC untuk hanya
mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia atau untuk
memperoleh kembali kewarganegaraan RI, diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 tentang Perjanjian Mengenai Soal
Dwi-kewarganegaraan (LN 1959-32, tin nomor 1765).

Persoalan dwi-kewarganegaraan tersebut masih mungkin dijumpai
dalam kasus lain, yaitu jika seorang warganegara Indonesia meminta
dan memperoleh kewarganegaraan asing melalui naturalisasi dan tetap
berada dalam wilayah Republik Indonesia. Selama oleh Menteri
Kehakiman belum dinyatakan, bahwa kewarganegaraan Indonesianya
hilang, ia masih tetap berkewarganegaraan Indonesia disamping
kewarganegaraannya yang baru (UU 62 Tahun 1958 Pasal 17 huruf a).
Dalam pada itu, menurut Peraturan Penutup Undang-Undang tersebut:
Seorang warganegara RI yang berada di dalam wilayah RI dianggap
tidak mempunyai kewarganegaraan lain (Pasal I).

Ini berarti, bahwa scorang warganegara Rl tidak perlu membuktikan
dirinya sebagai warganegara yang tidak mempunyai kewarganegaraan
Negara lain. Siapa yang menyangkal, dialah yang wajib
membuktikan. ©

Pekerjaan seseorang ada kalanya merupakan faktor penentu untuk bisa
mempunyai sesuatu hak atas tanah. %

Tempat tinggal sescorang juga bisa merupakan faktor penentu
untuk dimungkinkan mempunyai sesuatu hak atas tanah. *

Ketentuan-ketentuan pokok mengenai hak-hak atas tanah scbagai
hubungan hukum konkrit yang akan diuraikan pada bagian ini adalah

mengenai :

A.

Tercipta Hak Atas Tanah, karena :

a. Konversi hak-hak yang lama.

Perubahan atau konversi terjadi karena hukum pada tanggal
24 September 1960 oleh dan berdasarkan Ketentuan-
ketentuan Konversi UUPA. Karenanya sejak tanggal tersebut
tidak ada lagi hak-hak atas tanah yang lama. Misalnya
mengenai tanah- tanah bekas Hak Milik Adat, yang sebagian

¥ Ibid, him 319-320,
“ Ibid, him 321.

5 Ibid

Universitas Indonesia

Pendaftaran tanah..., Ratih Novianti, FH Ul, 2010




besar belum ditegaskan konversinya, apakah menjadi Hak
Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan.
Penegasan tersebut baru akan dapat dilakukan pada waktu
pemiliknya meminta haknya untuk didaftar menurut PP
24/1997. Konversinya sendiri telah terjadi karena hukum
pada tanggal 24 September 1960. *

b. Pemberian oleh Negara.

Hal ini terjadi untuk hak-hak atas tanah yang primer, yaitu Hak

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai,

seperti yang juga disebut dalam Pasal 22, 31, 37 dan 41 UUPA.
Terjadinya hak milik karena penetapan pemerintah
memerlukan suatu proses, dimulai dengan mengajukan
permohonan kepada instansi pemerintah yang mengurus
tanah, selanjutnya instansi terscbut mengeluarkan surat
keputusan pemberian hak milik kepada pemohon. Setelah itu
pemohon berkewajiban untuk mendaftarkan haknya tersebut
kepada Kantor Pendaftaran Tanah untuk dibuatkan buku tanah
dan kepada pemohon diberikan sertipikat yang terdiri dari
salinan buku tanah dan surat ukur sebagai bukti dari haknya
tersebut, Hak Milik lahir pada waktu dibuatkan buku tanah. ¥

Peraturan terkait Mengenai ‘Pemberian Hak atas Tanah Negara

adalah : ,

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan
Wewenang Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian
Hak atas Tanah Negara.

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan.

Dalam Pasal 1 angka 5 PerMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1999,

* Ibid., him 323-324,
*’ Boedi Harsono., Undang-Undang Pokok Agraria Bagian Pertama, Dplxd Kedua, (Jakarta:
Djambatan, 1971), hlm 5S.
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yang dimaksud Pemberian Hak atas tanah adalah penetapan

Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara,

termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak.

Mengenai Hak Milik, syarat-syarat permohonannya diatur dalam

Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN

Nomor 9 Tahun 1999 yaitu : Hak Milik dapat diberikan kepada

Warga Negara Indonesia dan Badan-badan hukum yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

Permohonan Hak Milik atas tanah Negara diajukan secara tertulis,

yang memuat keterangan mengenai :

1. Pemohon, bila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan,
tempat tinggal dan pekerjaan serta keterangan mengenai
istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungannya,
sedangkan, bila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta
pendirian, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya
oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukkannya sebagai
badan hukum yang dapat mempunyai hak milik.

2. Data yuridis dan data fisik mengenai tanahnya yaitu : dasar
penguasaan atau alas haknya yang dapat berupa sertipikat,
girik, surat kapling, surat bukti pelepasan hak dan pelunasan
tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari
Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan
hak dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya; letak,
batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar
Situasi sebutkan tanggal dan nomornya); jenis tanah; rencana
penggunaan tanah; dan status tanah.

3. Lain-lain : jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang
dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon;
dan keterangan lain yang dianggap perlu.

Permohonan tersebut diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota setempat dimana tanah yang dimohonkan
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terletak, dengan dilampiri dokumen-dokumen yang membuktikan

keterangan diatas seperti surat bukti identitas/akta pendirian,

sertipikat atau girik atau surat kapling atau akta PPAT, surat ukur
atau gambar situasi dan surat pernyataan dari pemohon.

Setelah menerima berkas pérmohonan, Kepala Kantor Pertanahan

memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik

dan kelayakan untuk dapat atau tidaknya permohonan diproses
lebih lanjut. Kepala Kantor Pertanahan selanjutnya
memerintahkan kepada :

1. Kepala Seksi Hak Atas Tanah untuk memeriksa permohonan
atas tanah yang sudah didaftar, yang dituangkan dalam
Risalah Pemeriksaan Tanah;

2. Tim Peneliti Tanah untuk memeriksa permohonan atas tangh
yang belum terdaftar, yang dituangkan dalam Berita Acara;

3. Panitia Pemeriksa Tanah A uniuk memeriksa permohonan
hak selain yang diperiksa oleh Kepala Seksi Hak Atas Tanah
dan Tim Peneliti Tanah, yang dituangkan dalam Risalah
Pemeriksaan Tanah.

Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan
kepada Kepala Kantor Pertanahan, setelah mempertimbangkan
pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Tim Peneliti Tanah
atau Panitia Pemeriksa Tanah A, Kepala Kantor Pertanahan
menerbitkan keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang
dimohon atau keputusan penolakan yang disertai alasan
penolakannya.

- Sedangkan mengenai Hak Guna Usaha, Hak Gura Bangunan dan
Hak Pakai, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1996 dimana dinyatakan masing-masing dalam :

Pasal 6 ayat (1) : Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan

pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk;
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Pasal 22 ayat (1) : Hak Guna Bangunan atas tanah Negara
diberikan dengan keputusan pemberian hak
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
dan

Pasal 42 ayat (1) : Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan

keputusan pemberian hak oleh Menteri atau
pejabat yang ditunjuk.

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah

Negara diberikan dengan Surat Keputusan Pejabat Badan

Pertanahan Nasional yang berwenang.

Pemohon disebut “penerima hak” setelah diterbitkan surat

keputusan pemberian hak yang bersangkutan, dengan kewajiban

sebagaimana diuraikan dalam Pasal 103 Peraturan Menteri

Nomor 9 Tahun 1999 yaitu :

1. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan

Uang Pemasukan kepada Negara;

2. Memelihara tanda-tanda batas;

3. Menggunakan tanah secara optimal;

4, Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan

tanah;

5. Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup; dan

6. Kewajiban yang tercantum dalam sertipikatnya.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh penerima hak

maka Menteri dapat membatalkan haknya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Penerima hak wajib mendaftarkan hak yang diterima berdasarkan

Surat Keputusan Pemberian Hak pada Kantor Pertanahan,

sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dan

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997. Hak-hak tersebut “lahir”

dengan dibukukannya dalam Buku tanah yang bersangkutan.

Setelah dilaksanakan pendaftaran haknya dalam buku tanah,
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S Ibid., him 326.

*> Ibid., him 329,

0 Ibid., him 330.

“penerima hak” atau pemohon menjadi berstatus sebagai
“pemegang hak”

Pasal 22 ayat 1 UUPA menyebut tentang terjadinya Hak Milik

menurut Hukum Adat. Dalam Penjelasan disebut sebagai contoh
terjadinya Hak Milik menurut Hukum Adat itu pembukaan tanah
Ulayat. Ketentuannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah. Hingga sekarang PP yang dimaksudkan belum ada.

Pemberian oleh pemegang hak atas tanah yang sudah ada, dalam

hal terciptanya hak-hak atas tanah yang “sekunder”.

Peralihan Hak atas Tanah, dapat terjadi karena :

a. Pewarisan Tanpa Wasiat.

Menurut Hukum Perdata jika pemegang sesuatu hak atas
tanah meninggal dunia, hak tersebut karena hukum beralih
kepada ahli warisnya. Peralihan hak tersebut kepada para ahli
waris, yaitu siapa-siapa yang termasuk ahliwaris, berapa
bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya,
diatur oleh Hukum Waris

almarhum pemegang hak yang bersangkutan, bukan oleh
Hukum Tanah. Hukum Tanah memberikan ketentuan
mengenai penguasaan tanah yang berasal dari warisan dan
hal-hal mengenai pemberian surat tanda bukti pemilikannya
oleh para ahli waris. ©

b, Pemindahan Hak
Pemindahan hak merupakan perbuatan hukum yang sengaja
dilakukan untuk mengalihkan hak atas tanah yang bersangkutan.
Bentuk pemindahan haknya bisa : *

AN

Jual-beli

Tukar-menukar

Hibah

Pemberian menurut adat

Pemasukan dalam perusahaan atau inbreng dan
Hibah-wasiat atau “legaat”.

Pemindahan hak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan

Universitas Indonesia

Pendaftaran tanah..., Ratih Novianti, FH Ul, 2010



33

pada waktu pemegang haknya masih hidup dan bersifat tunai,
kecuali hibah wasiat. Dalam hibah wasiat hak atas tanah yang
bersangkutan beralih kepada penerima wasiat pada saat pemegang
haknya meninggal dunia.

Perbuatan hukum pemindahan hak dilakukan oleh para pihak
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang bertugas membuat
aktanya. Akta tersebut membuktikan bahwa benar telah dilakukan
perbuatan hukum yang bersangkutan. Selanjutnya pembuktian
yang luas dan lebih kuat serta mengikat pihak ke tiga adalah
dengan melakukan pendaftaran pemindahan hak pada Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.

C. Hapusnya Hak atas Tanah, karena :

a. Hukum.

b.

3 Ibid

Hapusnya hak atas tanah karena hukum dinyatakan dengan Surat
Keputusan yang sifatnva deklaratoir sebagai pernyataan
tentang hapusnya hak yang bersangkutan. Contoh hapusnya hak
atas tanah karena hukum tersebut seperti yang ditentukan
dalam Pasal 21 UUPA. *

Jangka waktu haknya berakhis,

Untuk hak-hak atas tanah yang mempunyai jangka waktu seperti
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, dengan
berakhirnya jangka waktu tersebut, haknya menjadi hapus jika
tidak ada kemungkinan untuk dan tidak dimintakan perpanjangan
jangka waktu,

Pelepasan hak adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum
antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya
dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah,
sebagaimana tercantum dalam KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993,
Hal ini ditempuh jika pihak yang memerlukan tanah tidak

Universitas Indonesia

Pendaftaran tanah..., Ratih Novianti, FH Ul, 2010



34

memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah yang
bersangkutan

d. Pembatalan hak adalah hapusnya hak atas tanah karena dibatalkan
oleh Pejabat yang berwenang sebagai sanksi terhadap tidak
dipenuhinya kewajiban tertentu atan dilanggarnya sesuatu
larangan oleh pemegang hak.

¢. Pencabutan hak adalah lembaga sarana untuk memperoleh tanah
secara paksa, dan dilakukan untuk kepentingan umum karena
tidak tercapainya musyawarah. Pencabutan hak dilakukan
dengan Surat Keputusan Presiden.

2. UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN
KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI WARGA NEGARA
INDONESIA ETNIS TIONGHOA YANG BERLAKU SAAT INI.

Pentingnya prinsip nasionalitas (kewarganegaraan) dalam ketentuan pokok
mengenai subyek hak atas tanah dalam UUPA mengantarkan penulis untuk
menguraikan mengenai Undang-Undang yang mengatur Kewarganegaraan
Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai Warganegara Indonesia
etnis Tionghoa yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.
a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan
Indonesia beserta Perubahannya.
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
Indonesia disahkan pada tanggal 29 Juli 1958 dan mulai berlaku
pada tanggal 1 Agustus 1958, yang sampai dengan saat ini masih
berlaku dengan perubahan pada Pasal 18 berdasarkan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1976.
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958, sedangkan peraturan
pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 1976.
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Dalam Memori Penjelasannya, Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

pada pokoknya mengatur mengenai : *

(i). Memperoleh Kewarganegaraan karena :

B o

e.
f.

g.

a. Kelahiran
b.

Pengangkatan

Dikabulkannya permohonan
Pewarganegaraan

Sebagai akibat dari perkawinan
Turut ayah/ibunya

Pernyataan.

(ii) Kehilangan Kewarganegaraan
Selain akibat dari perkawinan dan turut ayah/ibu, hal-hal yang
dapat menyebabkan kehilangan kewarganegaraan Republik

Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-

Undaig Nomor 62 Tahun 1958 adalah

a.

Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya
sendiri;

Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain,
sedangkan ~ crang YW  Dersangkutan  mendapat
kesempatan untuk itu;

Diakui oleh orang asing sebagai anaknya, jika yang
bersangkutan belum berumur 18 tahun dan belum kawin;

Anak yang diangkat dengan sah oleh seorang asing
sebagai anaknya, jika anak tersebut belum berumur §

tahun;
Dinyatakan bilang oleh Menteri Kehakiman atas

. permohonan yang bersangkutan bila telah berumur 2]

tahun dan bertempat tinggal di luar negeri;

S .
? Indonesia., Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, Penjelasan Bag. A. Umum.
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f. Masuk dalam Dinas tentara asing tanpa izin terlebih
dahulu dari Menteri Kehakiman;

g. Tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman masuk
dalam dinas Negara asing atau dinas suatu organisasi
antar Negara yang tidak dimasuki oleh Republik
Indonesia sebagai anggota dan memerlukan sumpah atau
janji jabatan;

h. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada
Negara asing;

i. Dengan tidak diwajibkan, turut serta dalam pemilihan
sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu Negara
asing;

j. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari
Negara asing atas namanya yang masih berlaku;

k. Lain dari untuk dinas Negara, selama 5 tahun berturut-
turut bertempat tinggal 'di lvar negeri dengan tidak
menyatakan  keinginannya untuk  tetap  menjadi
warganegara sebelum waktu itu lampau dan seterusnya
tiap-tiap dua tahun, keinginan itu harus dinyatakan kepada
Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

Warga Negara Indonesia adalah semua orang yang termasuk dalam

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

Ketentuan Kewarganegaraan Yang Mengatur mengenai Warga Negara
Indonesia Etnis Tionghoa yang berlaku saat ini.

Saat ini, tidak ada lagi peraturan atau ketentuan mengenai
kewarganegaraan yang berlaku khusus bagi Warganegara Indonesia
etnis Tionghoa. Untuk semua Warganegara Indonesia tidak terkecuali
etnis Tionghoa berlaku Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia.
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Walaupun demikian, untuk mendapat gambaran yang utuh, penulis

merasa perlu untuk menguraikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan

dengan masalah kewarganegaraan bagi golongan etnis Tionghoa di

Indonesia pada masa lalu.

a.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina
mengenai soal Dwi-kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 5).

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 telah disetujui
Perjanjian antara Republik [ndonesia dan Republik Rakyat
Tiongkok mengenai soal Dwi-kewarganegaraan tertanggal 22
April 1955. Pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 1961. Tujuan dari perjanjian tersebut
adalah untuk menyelesaikan persoalan Dwi-kewarganegaraan
antara kedua Negara tersebut dimana terdapat ketentuan-
ketentuan yang memberikan perlakuan khusus bagi golongan
tertentu dalam hal ini etnis Tionghoa. Pelaksanaarn Undang-
Undang ini antara Jlain telah dilakukan dengan Peraturan
Pemeriniah Nomor 20 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah
Nomor S Tahun 1961,

Undang-Undang ini kemudian  dinyatakan tidak berlaku
berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 (Lembaran
Negara Repﬁblik Indonesia Tahun 1969 Nomor 17).

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969,
disebutkan hal-hal yang mendasari dicabutnya atau tidak
diberlakukannya lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958,
yaitu terdapat ketentuan-ketentuan yang memberikan perlakuan

khusus bagi golongan tertentu untuk masa yang agak lama yang
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memungkinkan adanya penyelewengan yang akan merugikan
Republik Indonesia, dan perlakuan khusus bagi golongan tertentu
bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan di depan hukum
yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Selain itu, Pemerintah
Republik Indonesia juga tidak diberi hak untuk mengadakan
saringan bagi orang asing untuk menjadi Warganegara Republik
Indonesia, dan hal ini dapat membahayakan keselamatan
Republik Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 menyebutkan : 5
Orang-orang yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini telah
mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan
Perjanjian antara Republik Indonesia dan R.R.C. mengenai soal
Dwi-kewarganegaraan, tetap berkewarganegaraan Republik
Indonesia.

Dalam Penjelasan Pasal 2 tersebut dinyatakan : *

Selain dari orang yang telah memilih Kewarganegaraan Republik
Indonesia dengan menyatakan keterangan di Pengadilan Negeri
dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, termasuk juga
dalam pasal ini orang mendapat formulir C dan D berdasarkan
ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1959 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1961.

Bagi orang-orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan
3 diatas, untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan Undang-
Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia, demikian dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1969.

Jadi dengan tidak berlakunya perjanjian mengenai masalah dwi-

5 Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969, Pasal 2.
34 Ibid, Penjelasan Pasal 2.
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kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat
Tiongkok maka tidak ada lagi pernyataan memilih
kewarganegaraan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 mulai berlaku pada
tanggal 10 April 1969, schingga setelah tanggal tersebut tidak
diperbolehkan lagi warga etnis Tionghoa di Indonesia yang
berdwi-kewarganegaraan untuk melakukan pemyataan memilih
kewarganegaraan. Dan apabila sampai dengan berlakunya
Undang-Undang tersebut masih terdapat warga etnis Tionghoa
yang belum melakukan atau membuat pernyataan memilih
kewarganegaraan maka yang bersangkutan untuk dapat menjadi
warganegara Indonesia harus melalui proses pewarganegaraan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

c. Ketetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996
tentang Buki; [{ewarganegaraan Republik Indonesia.
Daiam Butir menimbang dinyatakan bahwa dalam rangka lebih
mempercepat terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa serta
persamaan hak dan kewajiban warganegara, dipandang perlu
memberikan  penegasan mengenai  status  kewarganegaraan
Republik Indonesia bagi isteri atau anak yang belum berusia 18
tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan
Indonesia dengan cara pewarganegaraan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.
Lebih jelas lagi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Keppres ini

yaitu:*

Bagi warganegara Republik Indonesia yang telah memiliki
Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte
Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan  untuk
kepentingan tertentu cukup menggunakan Kartu Tanda
Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran tersebut.

’ Indonesia., Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996., Pasal 4 ayat (2).
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Lebih lanjut dalam Pasal 5 disebutkan : *

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala
peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu
mempersyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik
Indonesia (SBKRI), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi warganegara
Indonesia Tionghoa cukup dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga/Akta Kelahiran sebagaimana
diatur dalam Keppres Nomor 56 Tahun 1996 jo Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 18 Juni Tahun 2002
Nomor 471.2/1265 jo Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional tanggal 23 April 2004 Nomor 500-1020.%

C. ANALISA PERMASALAHAN HUKUM

1.

STATUS SUBYEK YANG BERDWIKEWARGANEGARAAN SAAT
BERLAKUNYA UUPA SANGAT MEMPENGARUHI DALAM
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK
YANG DILAKUKAN PADA SAAT INI OLEH TUAN X DI DESA
GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR.

Desa Gunung Sindur yang terletak di Kabupaten Bogor dengan luas
wilayah 573.168 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh
delapan) hektar, sebelah Utara berbatasan dengan desa Pabuaran, sebelah
Selatan berbatasan dengan desa Cibadung, sebelah Barat berbatasan
dengan desa Jampang dan sebelah Timur berbatasan dengan desa
Pengasinan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 9.567 (sembilan ribu lima
ratus enam puluh tujuh) jiwa, desa Gunung Sindur yang secara geografis
lebih dekat dengan kota Tangerang, 30% (tiga puluh-persen) penduduknya
merupakan warga etnis Tionghoa yang telah menetap sebagai penduduk
asli. **

% Ibid, Pasal 5.
7 Winanto Wiryomartani, SH., “Kajian Hukum Dalam Praktek” yang disampaikan pada Kongres
lkatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Bali tanggal 30 Januari 2010.

* Hasil wawancara dengan Bapak Endang Sutisna, SH., Xepala Desa Gunung Sindur, pada tanggal
7 Mei 2010.
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Letaknya yang cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Bogor yang
ada di Cibinong menimbulkan kendala tersendiri dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah secara sporadik. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah
secara sporadik atas beberapa bidang tanah yang dilakukan oleh
masyarakat di desa Gunung Sindur Kabupaten Bogor, ditemukan beberapa
permasalahan.  Dari beberapa bidang tanah yang didaftarkan, salah
satunya telah diselesaikan pelaksanaannya sampai dengan diterbitkan
Sertipikat Hak Milik. Untuk bidang-bidang tanah  selebihnya,
prosesnya masih berjalan karena keharusan melengkapi persyaratan yang
diwajibkan berkaitan dengan subyek pemohonnya dan rencana
peruntukkan dan penggunaannya, agar pendaftaran dapat dilakukan. Agar
dapat dianalisa secara lebih terinci, sebagai studi kasus, Penulis
mengambil satu bidang tanah yang pendaftarannya dimohonkan pada
tahun 2007.

Secara kronologis dapat diuraikan penguasaan bidang tanah tersebut
sebagai berikut :

1) ‘Tahun 1960, TOUW SIUJ HOK memiliki dan menguasai
tanah hak milik adat seluas kurang lebih 5.118 m2 (lima
by seratus delapan belas meter persegi);

2) Tahun 1995, berdasarkan waris dari TOUW SIUJ HOK
beralih kepada para ahli warisnya sejumlah 9 (sembilan)
orang, salah satunya adalah MARIA yang mendapat
bagian seluas 250 m2 (dua ratus lima puluh meter
persegi);

3) Tahun 2007, berdasarkan jual beli dari MARIA beralih
kepada MARISON PARDEDE;

4) Selanjutnya di tahun yang sama, MARISON PARDEDE
mengajukan permohonan pendaftaran untuk pertama
kalinya.
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Pada pendaftaran pertama kalinya yang diajukan saat ini maka semua
kejadian yang terjadi atas tanah tersebut digambarkan dengan garis bantu
berikut :

24/09/1960 02/06/1995 06/12/2007  27/12/2007

HMA Tanah Negara Tanah Negara Tanah Negara

Tanah Negara (Touw Siuj Hok) (Maria)
| lwaris l jual beli PTIx
(Touw Siuj Hok) (Maria) (Mariscn Pardede) (Marison Pardede)

Berdasarkan Pasal 24 PP Nomor 24/1997 jo Pasal 73, 75 dan 76 Peraturan
Menteri Nomor- 3/1997, dokumen-dokumen yang disampaikan “dalam
permohonan pendaftaran untuk pertama kalinya adalah :

1

2)

3)

4)

5)

6)

Fotocopy C Desa No. 132 Persil 35. DI atas nama TOUW SIUJ HOK
yang ditandatangani Kepala Desa Gunung Sindur dan dicap Desa;
Fotocopy Formulir C No. 221/TS/32/1968 atas nama THOW SIU HOK
yang dikeluarkan oleh Gubemur/Bupati Kepala Daerah Bogor (Surat
Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan RRC);

Fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 8 Mei 1995 yang dibuat
dibawah tangan, yang ditandatangani oleh para ahli waris dan diketahui
oleh Kepala Desa Gunung Sindur dan telah di-Dwaarmerking olch
Notaris;

Lembar ke-2 Akta Pemisashan dan Pembagian Nomor
1846/122/Gunung Sindur/1995 tanggal 2 Juni 1995 yang dibuat
dihadapan Muhammad Adam, SH sebagai PPAT;

Surat Pemyataan Tidak Sengketa yang ditandatangani oleh pemohon
dan diketahui oleh Kepala Desa Gunung Sindur;

Lembar ke-2 Akta Jual Beli Nomor 34/2007 tanggal 6 Desember 2007
yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH sebagai PPAT.

Fotocopy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB (Pajak
Bumi dan Bangunan) Tahun 2007;
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8) Fotocopy kartu identitas (KTP) Pemohon; dan

9) Asli Surat Kuasa Pengurusan dari Pemohon kepada pegawai PPAT.

Dari dokumen-dokumen tersebut dan Surat Keterangan Riwayat Tanah
yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Gunung Sindur (Kepala
Desa/Lurah) dapat diketahui riwayat kepemilikan tanah tersebut sejak
berlakunya UUPA tahun 1960 sampai dengan saat permohonan
pendafiaran tanahnya diajukan. Konversi atas tanah hak milik adat yang
dikuasai/dimiliki oleh TOUW SIUJ HOK telah terjadi karena hukum pada
tanggal 24 September 1960. Konversi dari hak tanah adat tidak ada batas
waktu konversinya berdasarkan ketentuan SK 26/DDA/1970. Penegasan
konversi baru dapat dilakukan pada waktu pemiliknya mengajukan
permohonan pendaftaran hak atas tanah tersebut.

Untuk bidang tanah ini, maka dapat dianalisa sebagai berikut :

Berdasarkan kectentuan konversi UUPA yang berpegang pada prinsip
nasionalitas, maka tanal. ersebut yang merupakan hak milik adat tidak
dikonversi menjadi Hak Milik pada tanggal 24 September 1960, karena
pemiliknya saat itu yaitu TOUW SIUJ HOK adalah warga etnis Tionghoa
yang mempunyai dwi-kewarganegaraan, dan yang bersangkutan pada saat
itu tidak dapat membuktikan telah ~menentukan gilhan Wtk

berkewarganegaraan Indonesis.  &TRgan mﬁ]BDaskan kewarganegaraan
WRC-nyn verdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu yaitu UU Nomor 2
Tahun 1958 jo PP Nomor 20 Tahun 1959, sebagaimana diatur dalam
Pasal 54 UUPA. Dengan demikian tanah tersebut menjadi berstatus tanah
Negara karena pemiliknya memiliki kewarganegaraan asing disamping
kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Pasal 21 ayat 4 jo pasal 21 ayat 3
UUPA.
Konversi terhadap bidang tanah ini tidak menciptakan hak atas tanah
sebagai hubungan hukum konkrit antara bidang tanah tersebut sebagai
obyek dengan pemiliknya sebagai subyek, karena tidak terpenuhinya syarat
sebagai subyek hak atas tanah oleh pemiliknya menurut UUPA.
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Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa dengan berlakunya UUPA pada tanggal
24 September 1960 benar-benar menjadi dasar bagi unifikasi hukum tanah
di Indonesia dengan menerapkan secara konsekuen prinsip nasionalitas
dengan keadaan obyek dan status subyek dalam pelaksanaan konversi
maupun penegasan konversi yang baru dilakukan saat ini. Sehingga
walaupun pemilik asal dapat memberikan bukti sebagai Warganegara
Indonesia berupa  Formulir C yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah
tertanggal 10 Desember 1968, hal tersebut tidak menjadikan Penegasan
konversi yang dilakukan pada saat pendaftaran pertama kali yang diajukan
saat ini atas bidang tanah tersebut menjadi Hak Milik. Formulir C adalah
Surat Keterangan tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Tunggal
Karena Dianggap Telah Melepaskan Kew;arganegaraan Republik Rakyat
Tiongkok. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 1969,
dengan Formulir C tersebut, pemilik adalah Warganegara Indonesia. Bukti
kewarganegaraan Indonesia tersebut diperoleh pada tahun 1968, yaitu 8
(delapan) tahun setelah berlakunya UUPA. Terlihat disini bahwa prinsip
nasionalitas yang dianut UUPA mengenai status subyek berdasarkan
keadaan sebenamnya yang terjadi saat berlakunya UUPA secara konsekuen
juga diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Dengan
Formulir C tersebut justru merupakan bukti "yang membuktikan bahwa
pemilik adalah warganegara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan
Negara lain pada saat berlakunya UUPA. Dengan demikian bidang tanah
tersebut tidak dikonversi menjadi Hak Milik tetapi menjadi tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara, karena pemiliknya saat itu tidak memenubhi
syarat sebagai subyek hak milik berdasarkan Pasal 21 ayat 3 UUPA.
Dalam Pasal Il ayat 2 Ketentuan Konversi dimana disebutkan bahwa : *

Hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing, warganegara
yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai
kewarganegaraan asing dan badan hukum yang ditunjuk oleh
Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 menjadi hak

59 Indonesia., Undang-Undang Nomor § Tahun 1960., Pasal 1l ayat 2 Ketentuan Konversi.
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guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan
tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri
Agraria.

tidak berlaku untuk bidang tanah ini karena pendaftaran tanah untuk
pertama kali atas bidang tanah tersebut dilakukan pada saat ini oleh
pemohon yang bukan merupakan pemilik tanah pada saat UUPA berlaku,
Apabila pendaftaran untuk pertama kali dilakukan oleh pemiliknya yang
disamping kewarganegaraan Indonesianya memiliki kewarganegaraan lain
pada saat berlakunya UUPA maka berlaku ketentuan Pasal 54 UUPA dan
Ketentuan Konversi Pasal I ayat 3, Pasal Il ayat 2 dan Pasal VIII.

Penegasan konversi atas bidang tanah tersebut yang dilakukan dalam
Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya saat ini menjadikan status tapah
tersebut menjadi tanah Negara.

Walaupun. pemohon Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya merupakan
Warga Negara Indonesia, hal ini tidak menyebabkan penegasan konversi
atas bidang tanah tersebut menjadi Hak Milik. Penegasan konversi atas
bidang tanah tersebut dilakukan berdasarkan keadaan subyek dan obyeknya
pada saat berlakunya UUPA, walaupun pgndafiaran tanah pertama kalinya
dileokan saat ini. Status subyeknya menentukan status tanah yang
dikonversi, yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan untuk
menentukan prosedur yang harus dilalui oleh pemohon untuk memperoleh
suatu hak atas tanah. Prosedur yang dimaksud adalah Pengakuan Hak dan
Permohonan Hak. Karena penegasan konversi dalam hal ini menghasilkan
tanah dengan status tanah Negara, maka untuk memperoleh hak atas tanah
tersebut pemohon harus melalui prosedur Permohonan Hak Atas Tanah.
Dengan status pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia, maka
berdasarkan Pasal 21 ayat 1 UUPA dan Pasal 8 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, yang bersangkutan memenuhi
syarat sebagai subyek pemohon Hak Milik.
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Sebelum pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dilakukan atas bidang

tanah yang berstatus tanah Negara tersebut, telah terjadi peristiwa dan

perbuatan hukum yang menimbulkan permasalahan tersendiri.

Peristiwa dan perbuatan hukum yang terjadi adalah :

1) Pewarisan
Bidang tanah tersebut kemudian beralih karena pewarisan dari
pemilik (TOUW SIUJ HOK) kepada para ahli warisnya. Pewarisan
tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat
dibawah tangan tertanggal 8 Mei 1995 dan disaksikan dan dibenarkan
oleh Kepala Desa Gunung Sindur saat itu.
Dalam Penjelasan Pasal 42 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997
disebutkan bahwa Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena
hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia.
Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang
haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur
dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris.
Selanjutnya dalam penjelasan tersebut diuraikan juga bahwa Surat
tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak -
Mewaris, atan Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan
Ahli Waris. ©
Dalam hal ini telah terjadi kesalahan penerapan hukum waris,
seharustya untuk pewarisan ini berlaku Hukum Waris Perdata Barat
yaitu Hukum Waris almarhum (Pewaris) yaitn TOUW SUIJ HOK
yang merupakan warganegara Indonesia etnis Tionghoa. Seharusnya
Surat Keterangan Hak Mewaris-nya dibuat oleh Notaris, yang
didahului dengan pembuatan Akta Pemyataan dihadapan Notaris.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf ¢ angka 4)
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997, Surat tanda bukti sebagai
ahli waris dapat berupa :

:’ Indonesia., Peraturan Pemerintak Nomor 24 Tahun 1997., Penjelasan Pasal 42 ayat (1)
1bid.
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— bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan
hak mewaris dari Notaris. ©
Pemisahan dan Pembagian
Berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan
maka bidang tanah yang merupakan harta peninggalan tersebut
kemudian dibuat Akta Pemisahan dan Pembagian dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah tertanggal 2 Juni 1995, untuk diberikan kepada
para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing.
Ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu nama pewaris yang
tercantum dalam Akta tersebut tidak sesuai dengan alat bukti
adanya hak tersebut yaitu C Desa (girik). Pada C Desa tercantum
nama TOUW SIUJ HOK, sedangkan dalam Akta Pemisahan dan
Pembagian tercantum nama WAHIJA. Dari informasi yang penulis
dapatkan melalui wawancara dengan ahli waris yaitu Ibu Maria dan
Bapak Dudung, hal crsebut terjadi karena para ahli waris yang
memiliki keterbatasan pengetahuan (buta huruf) telah memberikan
kepercayaan sepenuhnya kepada aparat desa untuk mengurus hal
tersebut. ©
Kesa)ahan atau ketidaksesuaian nama subyek baru diketahui pada
saat ahli waris bermaksud mengalihkan bidang tanah tersebut kepada
pihak lain.
Penulis dalam hal ini juga mendapati praktek PPAT yang tidak
teliti  dan hati-hati dalam menjalankan jabatannya. Karena
seharusnya untuk dapat membuat Akta, PPAT harus didukung bukti
permulaan yang sesuai antara obyek dan subyeknya, dalam hal ini
berupa C Desa (girik) dan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang
dikeluarkan oleh pemerintahan desa setempat. Sebagaimana diatur
dalam Pasal 103 ayat (3) huruf g jo Pasai 76 ayat (1) huruf f

62 Indonesia., Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997., Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4.

63 Hasil Wawancara dengan Ibu Maria dan Bapak Dudung selaku ahli waris Touw Siuj Hok pada
tanggal 6 Desember 2007.
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Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997 dan Penjelasan Pasal 24 ayat
(1) PP Nomor 24 Tahun 1997.

Selain itu ketidaksesuaian nama pewaris tidak perlu terjadi dan dapat
dihindari apabila kewajiban membacakan akta kepada para pihak
yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud
pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (3)
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997 dilaksanakan oleh PPAT.
Dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 22 menyebutkan Akta PPAT
harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani
seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. ¢

Lebih lanjut dalam Penjelasannya dinyatakan Untuk pemenuhan sifat
otentik dari akta, pembacaan akta dilakukan sendiri oleh PPAT.
Penandatanganan para pihak, saksi dan oleh PPAT, dilakukan segera
setelah pembacaan akta dimaksud.

Dengan pembacaan akta oleh PPAT, ketidaksesuaian nama pewaris
dalam kasus ini dapat diketahui pada saat penandatanganan akta,
walaupun para penghadap (ahli waris) tidak dapat membaca.

Masih terkait dengan hukum waris yang berlaku bagi bidang tanah
yang merupakan harta peninggalan ini, scharusnya untuk pembagian
dan pemisahannya dibuat Akta Pembagian dan Pemisahan Harta
Peninggalan di hadapan Notaris (Akta P2HP), karena pewaris
adalah Warganegara Indonesia etnis Tionghoa yang tunduk pada
Hukum Waris Perdata Barat.

Berdasarkan Akta P2HP, bidang tanah yang berstatus tanah Negara
tersebut selanjutnya didaftarkan ke atas nama masing-masing ahli
waris.

Melalui prosedur ini, para ahli waris tidak dapat mengalihkan hak

64 Indonesia., Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998., Pasal 22.
% Ibid., Penjelasan Pasal 22.

Universitas indonesia

Pendaftaran tanah..., Ratih Novianti, FH Ul, 2010



3)

49

atas tanah yang diperoleh dari pewarisan sebelum melakukan
pendafiaran untuk pertama kalinya atas bidang tanah yang menjadi
bagiannya masing-masing.

Jual Beli

Bidang tanah yang diperoleh ahli waris (MARIA) kemudian
dialihkan kepada pemohon (MARISON PARDEDE) dengan cara
Jual beli yang dilakukan dengan Akta Jual Beli dihadapan PPAT
tertanggal 6 Desember 2007. Mengingat status tanahnya adalah
tanah Negara, seharusnya pengalihan haknya tidak dilakukan dengan
Akta Jual Beli dihadapan PPAT karena ahli waris yang mengalihkan
bidang tanah tersebut bukan merupakan subyek atau pemegang hak
atas tanah Negara begitu pula sebaliknya pemohon yang menerima
pengalihan bidang tanah tersebut tidak dapat atau tidak memenuhi
syarat sebagai subyek atau pemegang hak atas tanah Negara, selain
itu tanah Negara bukan merupakan obyek jual beli. Dalam hal ini,
PPAT juga bertindak kurang hati-hati dan teliti dalam menjalankan
jabatannya, karena sebaiknya sebelum dapat dialihkan kepada pihak
lain terlebih dahulu bidang tanah tersebut yang merupakan obyek
yang akan dialihkan w5 Qidaftarkan. Hal ini tercantum pada
bagian bawah/akhir halaman penandatanganan Akta Pemisahan dan
Pembagian yang berbunyi : “Sebelum objek pemisahan dan
pembagian dimaksud dalam akta ini didaftarkan ke Kantor
Perianahan, Dilarang untuk dipindahkan kepada Pihak Lain”. Disini
telah terjadi pelanggaran dimana seharusnya bidang tanah tersebut
didaftarkan dulu oleh ahli warisnya untuk memperoleh Sertipikat Hak
atas Tanah sebagai alat pembuktian yang kuat. Setelah itu ahli waris
yang bersangkutan baru dapat mengalihkannya kepada pihak lain.
Apabila dalam kenyataannya hal tersebut terbentur dengan situasi dan
kondisi sosial ekonomi yang tidak memungkinkan bagi ahli waris
untuk melaksanakan pendaftaran tanah sebelum jual beli dilakukan,
Notaris’/PPAT dalam hal ini dapat memberikan solusi berupa
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penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli atas obyek tersebut yang
termasuk didalamnya memberikan kuasa dari penjual kepada pembeli
untuk hadir dan menandatangani akta Jual Beli dihadapan PPAT
setelah Sertipikat Hak atas Tanah-nya diterbitkan sebagai hasil
pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut, Walaupun menimbulkan
biaya ekstra berupa biaya akta Notaris, hal ini baik dilakukan karena
dapat mendorong percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama
kali secara sporadik atas tanah-tanah hak milik adat. Hal ini juga
dapat mencegah praktek jual beli dengan objek berupa tanah hak
milik adat secara berkepanjangan tanpa dilanjutkan dengan
pendaftaran haknya. Tetapi kesemuanya tergantung lagi pada
kesepakatan para pihak yang terlibat, dimana peran Notaris/PPAT
dalam hal ini sangat penting baik scbagai penyuluh hukum bagi
masyarakat dan sebagai pembantu Kepala Kantor Pertanahan dalam
pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diamanaikan oleh Pasal
6 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997.

2. PENYELESAIAN PERMASALAHAN YANG DUUMPAI DALAM
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK
YANG DILAKUKAN OLEH TUAN X DI DESA GUNUNG SINDUR
KABUPATEN BOGOR.

Pelaksanaan Pendaftaran Tansh ini dilakukan melalui prosedur
Permohonan Hak atas Tanah mengingat status tanahnya adalah tanah
Negara.

Langkah-langkah yang dilalui adalah :

a. Pendaftaran Pengukuran, dengan hasil berupa Peta Bidang Tanah
tertanggal 31 Januari 2008 Nomor 379/2008 NIB (Nomor Identifikasi
Bidang) 10.10.21.08.01910;

b. Pendaftaran untuk memperoleh Aspek Penatagunaan Tanah, dengan
hasil berupa Risalah Pengaturan dan Penataan Pertanahan Dalam
Rangka Pemberian Hak Ditinjau Dari Pertimbangan Teknis
Penatagunaan Tanah tanggal 07 April 2008 Nomor: 410/59/PH/2008;
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c. Pendaftaran Permohonan Hak atas Tanah, dengan hasil berupa Surat
Keputusan Pemberian Hak atas Tanah yang diberikan kepada penerima
hak tertanggal 19 Juni 2008 Nomor: 84-310.1-32-9-2008;

d. Pendaftaran Hak berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas
Tanah, dengan kewajiban membayar :

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan
tarif sebesar 5% x (Nilai Transaksi atau NJOP — NJOPTKP
setempat) berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 1997; dan

- Uang Pemasukan Negara sebesar 2% x (NJOP — NJOPTKP
setempat).

e. Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah atas nama pemohon sebagaij
pemegang hak yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 600/Gunung Sindur
atas nama Marison Pardede, yang dikeluarkan tanggal 18 Juli 2008.

Waktu yang dibutuhkan dalan pendaftaran tanah secara sporadik melaluj
prosedur permohonan hak atas tanah ini sejak pendaftaran pengukuran
sampai dengan penerbitan seviipikal adalah kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
jangka waktu ini lebih singkat dibandingkan dengan pendaftaran untuk
pertama kali melalui prosedur Pengakuan Hak, karena tidak ada masa
pengumuman selama 60 hari. Untuk keseluruhan tahapan pekerjaan dari
pengukuran sampai dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah diperlukan
mirimal 3 (tiga) kali kunjungan ke lokasi yaitu pada saat pengukuran. cek
lokasi dalam rangka penerbitan aspek penatagunaan tanah dan cek lokasi
dengan Panitia Pemeriksa Tanah “A” dalam rangka penerbitan Surat
Keputusan Pemberian Hak atas Tanah. Hal itupun sangat tergantung pada
situasi dan kondisi seperti ketersediaan dan kesesuaian waktu dari semua
pihak yang terlibat yaitu pemohon/kuasanya, pemilik tanah yang
berbatasan, petugas Kantor Pertanahan dan aparat desa setempat seperti
Kepala Desa atau Sekretaris Desa. Hal ini merupakan kendala tersendiri
mengingat jarak yang cukup jauh antara lokasi tanah dengan Kantor
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- Pertanahan Kabupaten Bogor, yang mengakibatkan besamya biaya yang
harus dibebankan kepada pemohon.

Biaya pendaftaran tanah secara sporadik untuk bidang tanah ini yang
melalui prosedur permohonan hak relatif lebih tinggi dibandingkan dengan
pendaftaran tanah secara sporadik melalui prosedur pengakuan hak,
sehingga dari bidang tanah asal seluas 5.118 m2 yang dikuasai oleh TOUW
SIUJ HOK tersebut, baru seluas kurang lebih 1.600 m2 yang dimohonkan
pendaftaran haknya dan baru seluas 250 m2 yang telah terbit sertipikat hak
atas tanahnya. Menurut penulis, hal ini perlu ditinjau kembali mengingat
salah satu asas dalam pendaftaran tanah adalah asas terjangkau, yang
khususnya memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi
lemah. Bila pelayanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pendaftaran
tanah tidak dapat atau sulit terjangkau oleh pihak yang memerlukannya
maka asas terjangkau tidak sepenuhnya dapat diterapkan.

Dari masalah-masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan pendaftaran
tanah secara sporadik tersebut disclesaikan dengan cara sebagai berikut :
a. Konversi hak atas tanah yang erat kaitannya dengan Bukti
Kewarganegaraan Indonesia pemiliknya.
Berdasarkan ketentuan konversi UUPA, pada tanggal 24 September
1960 tanah hak milik adat yang dimiliki oleh warganegara Indonesia
dikonversi menjadi Hak Milik. Hal yang sangat penting dalam
pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kalinya berkaitan dengan
konversi bidang tanah yang didafiar yaitu :
1. Status obyek (hak atas tanah) pada tanggal 24 September 1960,
dan
2. Status subyek (pemegang hak atas tanah) pada tanggal 24
September 1960.
Bidang tanah yang didaftar tersebut pada tanggal 24 September 1960
adalah hak milik adat, dengan subyeknya warga etnis Tionghoa yang
pada saat itu tidak dapat memberikan bukti kewarganegaraan
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Indonesia. Bidang tanah bekas hak milik adat tersebut dinyatakan
hapus demi hukum karena subyek pemegang haknya memiliki
dwikewarganegaraan. Walaupun kemudian di tahun 1968, subyek
tersebut memperoleh bukti yang menunjukkan bahwa dirinya adalah
Warganegara Indonesia berdasarkan Formulir C, tidak menjadikan
bidang tanah tersebut dikonversi menjadi Hak Milik pada saat
pendaftaran pertama kalinya yang dilaksanakan tahun 2007.

Jelaslah bahwa UUPA mengambil pedoman secara tegas pada
keadaan atau kondisi yang terjadi pada tanggal 24 September 1960,
dan hal ini pulalah yang menjadi pedoman bagi petugas Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor pada saat melakukan penegasan
konversi, dengan demikian bidang tanah tersebut menjadi berstatus
tanah Negara berdasarkan Pasal 21 ayat 3 UUPA. Hal ini dapat
ternyata pada Butir C Menimbang dalam Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 84-310.1-32-9-2008 tertanggal
19 Juni 2008. Pedoman keadaan pada tanggal 24 September 1960
adalsh untuk memberikan kepastian hukum agar  tidak terjadi
kesimpangsiuran. Dengan statusnya yang merupakan tanah Negara
maka permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya harus
melalui prosedur Permohonan Hak atas Tanah.

. Peristiwa hukum pewarisan yang dituangkan dalam Surat Keterangan
Waris yang dibuat dibawah tangan dengan disaksikan serta
dibenarkan oleh Kepala Desa merupakan suatu kesalahan penerapan
hukum waris yang dilakukan oleh para ahli waris dan Kepala Desa
karena pewaris adalah warganegara Indoncsia etnis Tionghoa,
Seharusnya Surat keterangan Hak Mewaris atas harta peninggalan
pewaris dibuat oleh Notaris, yang didahului dengan pembuatan Akta
Pernyataan secara notariil dihadapan Notaris. Untuk tindakan
pemilikan dan pengurusan dilakukan berdasarkan Akta Pembagian
dan Pemisahan Harta Peninggalan (P2HP). Sebagai harta
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peninggalan dalam hal ini adalah tanah hak milik adat yang berstatus
tanah Negara, dengan berdasarkan Akta P2HP tersebut, para ahli
waris selanjutnya dapat melakukan pendaftaran tanah tersebut ke
Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat. Mengenai hal ini,
mengingat kondisi sosial ekonomi di desa Gunung Sindur dimana
masyarakatnya masih hidup sederhana dengan pendidikan yang
rendah dan akan menjadi beban yang memberatkan bila diwajibkan
untuk membuat Penetapan Waris dari Pengadilan Negeri yang pada
akhimya akan menghambat pelaksanaan pendaftaran tanah itu
sendiri, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor memberikan
keringanan persyaratan dengan pelaksanaan Dwaarmerking atas Surat
Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan tersebut. Kantor
Pertanahan mengambil kebijaksanaan dengan memberikan toleransi
atas situasi dan kondisi yang sudah terjadi berupa keringanan
persyaratan mengenai hal-hal yang bila diwajivkan dapat
memberatkan dan membebani pemohon dengan mempertimbangkan
tidak adanya hak-hak pihak lain yang dirugikan bila hal tersebut
dilakukan.

Pembagian dan Pemisahan atas harta peninggalan berupa tanah bekas
milik adat dengan status tanah Negara yang dilakukan dengan Akta
Pemisahan dan Pembagian yang dibuat dihadapan PPAT adalah hal
yang tidak tepat karena tanah dengan status tanah Negara tidak dapat
dijadikan objek dalam akta tersebut. Berdasarkan wawancara dengan
Sekretaris Desa Gunung Sindur yang pada saat itu menjadi saksi
dalam Akta tersebut dan sampai dengan saat ini masih menjabat,
Bapak Madsoleh, adalah hal yang lazim dimana.pembagian dan
pemisahan warisan berupa tanah dilakukan dengan Akta yang dibuat
oleh PPAT, tanpa melihat hal-hal khusus baik mengenai objek
maupun subyeknya. Dapat dilihat disini bahwa kurangnya
pengetahuan hukum perangkat desa dan ketidaktelitian PPAT terkait

Universitas Indonesia

Pendaftaran tanah..., Ratih Novianti, FH Ul, 2010



wh
w

menyebabkan terjadinya kesalahan daiam penerapan hukum.
Masyarakat di desa Gunung Sindur dengan sosial ekonomi yang
rendah, biasanya menyerahkan segala urusan secara keseluruhan
kepada pihak pemerintah desa mengenai dokumen-dokumen yang
diperlukan bila terjadi perbuatan/peristiwa hukum yang berkaitan
dengan tanah. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam hal
ini juga tidak .mempcrmasalahkan mengenai Akta Pembagian dan
Pemisahan tersebut, hal ini berkaitan dengan diterimanya Surat
Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan yang diketahui dan
dibenarkan oleh Kepala Desa setempat dan selanjutnya di-
Dwaarmerking oleh Notaris, sebagai surat tanda bukti sebagai ahli
waris yang dijadikan sebagai dasar pembuatan Akta Pembagian dan

Pemisahan tersebut.

Kesalahan pada penulisan uamna pewaris dalam Akta Pemisahan dan
Pembagian yang dibuat dihadapan PPAT dan Surat Keterangan
Waris-nya, yang 11dak sesuai dengan nama yang tercantum pada C
Desa (girik) sebagai bukti permulaan tanah hak milik adat tersebut.
Pada Akta Pemisahan dan Pembagian yang dibuat tahun 1995 tertulis
nama pewaris WAHIJA, sedangkan dalam C Desa tertulis TOUW
SIUJ HOK. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian nama pemilik.
Sebagai solusinya pemohon diwajibkan meminta kepada PPAT yang
membuat Akta Pemisahan dan Pembagian untuk melakukan remvoi
atas kesalahan tersebut pada Akta Pemisahan dan Pembagian. Dalam
hal ini, renvoi dilakukan oleh PPAT pemegang protokol karena
PPAT yang bersangkutan telah meninggal dunia jauh sebelum
pendaftaran untuk pertama kalinya dilakukan. Yang menarik disini
adalah Surat Keterangan Waris yang juga memuai kesalahan nama
sebagaimana Akta Pemisahan dan Pembagian. Seharusnya yang
melakukan koreksi atas Surat Keterangan Waris adalah para ahli

waris dan Kepala Desa, tetapi entah karena asli Surat Keterangan
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Waris tersebut melekat pada lembar 1 Akta Pemisahan dan
Pembagian, koreksi atas Surat Keterangan Waris dilakukan pula oleh
PPAT pemegang protokol tersebut. Kantor Pertanahan dalam hal ini
juga tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena yang lebih penting
adalah kesesuaian nama pewaris agar riwayat atas bidang tanah
tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya. Mengingat bidang
tanah asal telah diwariskan kepada 9 (sembilan) ahli waris dalam 9
(sembilan) Akta Pemisahan dan Pembagian, maka agar dikemudian
hari tidak ditemukan lagi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran
bidang-bidang tanah yang asalnya dari pewaris tersebut, semua akta
pemisahan dan pembagiannya seharusnya juga direnvoi. Tetapi hal
tersebut sulit dilakukan mengingat keterbatasan biaya dan minimnya
pengetahuan para ahli waris. Disini juga dapat dilihat bahwa Kantor
Pertanahan mengambil kebijakan yang meringankan sepanjang hal

tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Peralihan hak dengan Akta Jual Beli antara ahli waris (MARIA)
dengan pemohon (MARISON PARDEDE) scharusnya tidak
dilakukan, mengingat siatus tanah adalah tanah Negara. Dalam hal
ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menganggap Akta Jual Beli
tersebut sebagai bukti peralihan garapan atas tanah. Yang lebih tepat
dibuat untuk melaksanakan pemindahan hak tersebut adalah Akta
Pemindahan Hak atau Akta Pengoperan Garapan yang dibuat
dihadapan Notaris. Disini Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tidak
mempermasalahkan Akta Jual Beli yang telah dibuat dihadapan
PPAT atas tanah tersebut yang statusnya tanah Negara, tetapi lebih
mengutamakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada
pemohon selaku pembeli yang beritikad baik dan memiliki prioritas
untuk mendapatkan sesuatu hak, sebagaimana ternyata dalam Bagian
Menimbang huruf F Surat Keputusan Pemberian Haknya.
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f.  Secara keseluruhan mengenai pendaftaran tanah atas bidang tanah ini,
Kepala Pertanahan Kabupaten Bogor mengambil kebijakan untuk
dapat terlaksananya pendaftaran tanah yaitu mengambil jalan tengah
dengan memberikan toleransi terhadap persyaratan-persyaratan
(bukti-bukti) sepanjang tidak ada hak-hak pihak lain yang dirugikan,
sebagaimana dinyatakan pula dalam Bagian Menimbang butir G
bahwa terhadap tanah yang dimohon tidak terdapat kepentingan
orang lain dan kepentingan umum, tidak terdapat sengketa baik batas-
batas maupun penguasaannya, belum pernah dioper-alih garapannya
kepada pihak lain dan belum pernah disertipikatkan. Sebagaimana
ketentuan Pasal 24 ayat (i) PP Nomor 24 Tahun 1997

menyebutkan ; %

Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal
dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti
mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis,
keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang
kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran
tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan
dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup
untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain
yang membetaninya.

8.  Sebagai hasil davy pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama
kalinya atas bidang tanah tersebut adalah penerbitan Sertipikat Hak
Milik Nomor 600/Gunung Sindur atas nama pemohon. Penerbitan
sertipikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah
membuktikan haknya. Oleh karena itu sertipikat 'merupakan alat

pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 UUPA. -
Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa: ¥’

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang
memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara

% Indonesia., Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997., Pasal 24 ayat (1).
¢ Ibid., Pasal 32 ayat (2)
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nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut
pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun
sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan
secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala
Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak
mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan
tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada
sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang
memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik
menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam
buku tanah, dengan sertipikat scbagai tanda buktinya, yang menurut
UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, demikian
dinyatakan dalam penjelasan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun
1997.

Dengan Sertipikat Hak Milik tersebut, pemegang hak dapat lebih
terjamin kepastian hukumnya sebagai pemilik hak atas tanah tersebut.
Dengan bidang tanah yang telah bersertipikat, nilai ekonomis bidang
tanah tersebut menjadi lebih tinggi karena dapat dipergunakan
sebagai jaminan dengan dibebani hak tanggungan bila pemiliknya
membutuhkan pinjaman dari bank atau lebih mudah dialihkan kepada
pihak lain karena lebih terjamin kepastian hukumnya dalam
pengecekan data fisik dan data yuridisnya sebelum peralihan
dilaksanakan.
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BAB 3

PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara sporadik yang dilakukan oleh

Tuan X di desa Gunung Sindur Kabupaten Bogor dapat disimpulkan bahwa :

1. Status Subyek yang berdwikewarganegaraan saat berlakunya UUPA
berakibat pada status tanah yang dimilikinya. Status tanah yang diciptakan
dari konversi menentukan prosedur yang harus dilalui oleh pemohon yang
melakukan pendaftaran pertama kali untuk memperoleh hak atas tanah
tersebut pada saat ini.

2. Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara
sporadik yang dilakukan oleh Tuan X di desa Gunung Sindur Kabupaten
Bogor diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan
kebijakan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan mempertimbangkan penguasaan fisik atas bidang tanah oleh
subyek yang berdwikewarganegaraan saat UUPA berlaku, seharusnya
prosedur yang harus dilalui oleh Tuan X adalah Pengakuan Hak dan

kemudian dilanjutkan dengan Permohonan Hak.

SARAN

Dari Pelaksanaan Pendaftaran tanah secara sporadik tersebut, berikut adalah

saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kegiatan pendafiaran tanah

di desa Gunung Sindur Kabupaten Bogor di masa mendatang dan pendaftaran

tanah-tanah di wilayah lain yang memiliki karakteristik yang serupa, yaitu :

1. Perlunya penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya mengenai
pendaftaran tanah yang disesuaikan dengan kondisi yang ada dan terjadi di
daerah yang bersangkutan yang dilakukan oleh unsur-unsur pemerintahan
desa, instansi terkait dan organisasi profesi dalam hal ini Pejabat Pembuat
Akta Tanah.
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2. Perlunya ditingkatkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara sistematik di
daerah yang tingkat perekonomiannya relatif rendah dan lokasinya cukup
jauh dari Kantor Pertanahan, agar kepastian hukum berkaitan dengan
kepemilikan tanah dapat diperoleh dan dinikmati oleh masyarakat setempat

tanpa harus mengeluarkan biaya tinggi.
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SURAT KUASA,

—Kami yang bertande~tangan di baw.h ini : - °

1. DUDUNG, . berusia 52 tahun,Petani ;

. Nyonya ATNAWATI,%erusia + 43 tahun, Ibu Rumah Tanggza ;

—keduanya tinggal di Kabupaten Bogor,Kecamatan Gunang Sindur,
Desa Gunung Sindur,Rukun Tetangga 10,Rukun Warga 04, Kampung
Prumpung ;

Nyonya NANI USMAN, berusia 4 40 tahun,Guru,tinggel di Jakerta
Pusat ,Kecamatan Sawah Besar,Kelurahan Kartini,Rukw. Tetangga _
013,Rukun Warga 003,Jalan Kartini 9/14 ; ‘ ‘
4, Nyonya LELA WATI, berusia 39 tahun, Ibu Rumah Tangga tinggal !:
di Kabupaten Jogor,Kecamatan Gunung Sindur,Desa Curug, Rukun |
Tetangga® 01,Rukun Warga 05,Kampung Curug ;
Nyonya BONI,berusia 4 38 tahun,lIbu Rumah Tangge ;
6. PITNA GUNAWAN, berusia 4 35 tuhun,Petani ;

?
~keduanya tinggal di Kabupaten Bogor,Kecamatan Gunung Sindur,
Desa Gunung Sindur,Rukun Tetangga 03,Rukun Warga 02,Kampung
Prumpung ; e .
f« KAIBUN, berusia 34 tahun,VWViraswasta,tinggal di Kabupaten BPe—
kasi,Kecamatan ﬁedungvaringin,Deaa Kedungwaringin, Rukun Tetang—
. 8a 11,Rukun Warga 04,Kampung Kedunggede ; ﬂ

Nona MARIA, berusia g 22 tahun,Karyawati,tinggal di Kabupaten

Tangerang,Kecamatan Serpong,Desa Jelupang,Rukun Tetangga 15,
Rukun Warga 05,Kampung Buaran Barat ; - T

’ -.-

~menerangkan di dalam surat ini, telah memberi kuasa

l'epada : ° . Y 4
—~NIPIN, berusia 53 tahun,VWiraswasta,tinggal di
Kabupat en Bosor,ﬁecamatan Gunung Sindur,Desa Gunung

Sindur, Rukun Tetangga 10,Rukun Warga 04, Kampung
Prumpung ;

~XK H U S U S.=

—=Untuk dan atas nama kami para pemberi kuasa dan termasuk yang
diberi kuasa, yaitu adalah para ahli waris dari almarhum
F-A-HI—d—4 , yang telah meninggal dunia di Kabupatea Bogor,
pada 14 September 1979, untuk mengadakan pemisahan dan pembtagian
harta warisan deri almerhum, dengan pembagien dan pemisahan
sebagal beriicut i

1. Untuk tanah, seluas 4 5.118 m2,Persil wNomor 35,

UKARNA —~—-.

y SIUJ HOK
POUW SULJ
hkan coretan
a-gantian.~-

A

Girik/Kikitir Nomor 7132, sebagai berikui :

1o NIPIN,~— sgeluns 4 1,000 m2 ;

2. DUDUNGy—~——sgeluas 4 1,000 m2 ;

3. NY,ATNAWATI, seluas 4 250 m2 ; -
4, NY.NANI UmN,Se:‘.uaB S 250 m2 H
5. NY.LELA WATI,seluas 118 m2 ;

6. NY,BONI, seluas 4 250 m2 ;

7o PITNA GUNAWAN,seluas 4 1.000 m2 ;
8. KAIBUN,seluas 4 1,000 m2 ;

9. Nona MARIA,seluas 5 250 m2 ;

?

Girik /Kikitir Nomor 1

2, Untuk tanah, seluas 'f 3.830 m2, Persil Nomor 35,
2 _
~diberikan/dipisahken kepada PITNA GUNAWAN

.
?

~keduanya terletak di Kabupaten Bogor, Kecamatan

Gunung Sindur, Desa Gunung Sindur, tertulis atag
nama almarhurn [LAUW—-SUY—HOK ;

Pendaftaran tanah..., Ratih Novianti, FH Ul, 2010




Demiklan, Swanl Kuwioon unbule mengoadolan pemiontein daon pem!sg s
inl koami bunt, opgae doapat iporgunndae: gooer buny,

Boger, 8 Moi 1999.

Penerima Kuasa, Parn Papheri Wi.nga.
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NY.NANY USMAN,

4o (el el
NY.LELA YATTI.

ey ,
5. S /

NY.B O N I,

6. -

PITNA GUNAWAN.

At

T
KATBUN.
o f,,[\
v

s . NN.MARTA.
1ibenarkan, -

Sindur,
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SURAT KETERANGAN WARIS.

Kawni yang bertanda~tangan di bawah ini, adalah para a
UKARNA—  dari almarhum/yi A~-H—E—Jd—A , menerangkan dengan sesungguhnyo
04 SIU- dan bersedia diangkat suapah, bahwa/R-A-H-I-J=5 ", Petani,
‘at%tilJ-— tempat tinggal yang terskhir di Kabupaten Bogor, Kecamatan
[ -

¥ Gunung Sindur, Desa Gunung Sindur, Rukun Tetangga 02, Rukun
Yse———-— Warga 02, Kumpung Prumpung, pada tanggal 14 Septembe.r‘ 1979,
spkan - seleh memnggal dunia di tempat yang terakhir tersebut;
atan ——

~dari perkawinannya dengan Nyonya THE YUN N10, yang- juga telah
ta ganti-meninggal dunia lebih dahulu. yaitu paia tahun 1971, telan

w—s<——-== djlahirkan dan kini masih hidup, scbanyak 9 (sembilan) ol'ang
| {‘ © ranak, yakni 1

'. 1. NIPIN, berusia, 4 53 tahun, Wiraswasta, tinggal di Kabupaten
o B)gwor, Kecamatan dan Desa Gu.nung Sindur,Kampung Prumpuag ;
. : Rukun Tetangge 10,Rukun Warga 04 ;

.* 2. DUDUNG, berusia 4 52 tahun,Petanmy,tinggal di Keabupaten Bogor,
Kecamatan Gu.nung Sindur,Deea. Gunu.ng Sindur Kamptmg Prumpung,
Rukun Tetangga 10,Rukun Warga 04 ;

’
NY . ATNAWATI, beruaia + 43 tahun,Ibu Rumah Tangga,tinggal di
Katupaten. Bogor Kecamatan Gunung Sindur,Desa Gunung Sindur,
Kampung Prumpung, Rukun Tetangga 10, Rukun Warga 04 ;
NY,NANI USMAN, berusia ., 40 tahun Guru, tinggal di Jakarta .
Pusat Kecama»an Sawah Besar, Kelurahan Kartini,Rukun Tetang:—
. & 013 Rukun Warga 003, Jalan Kertini 9/14 '

?

NY.LELA WATI, berusia 4 39 tahun, Ibu Rumah Tangga,tinggsl d1i
. Kabupa*'en Bog;or Kecamatan Gunung Sindur,Desa Curug, hukun
Tetangga 01, Rukun Varga 05,Kampung Curug ;

6. NY,BONI, berusia 38 ta.hun, Ibu Rumah Tangga, tinggal di Kaou-

ﬁa‘cen Bogor, hecamatan Gunung Sindur,Desa Gunung Sindur,
uwkun Tetangga 03,Rukun Warga 02 Ka.mpu.ng Prumpung

T.FITNA GUNAVAN, bcru.aia 35 tahun Peta.ni y,tinggal di Kabupaten
Bogor, Kocamatan Gunur.g Sindur,besa Gummg Sipdur, Rukun
3 Tetangga 03, Rukun Warga 02, Kaempung Prump H

ung
KAIBUN, berusia ; 34 ta.hun,wiraswasta tinggal di Kabupaten
Bakagl,Kecamatan XKedungwaringin, Desa Kedungworingin, Rukun
Teta.ngga 11, Rukun Warga 04 ,Kampuag Kedunggeds ;
9. Nn.XARIA, berusia. + 22 tahun Karyawati,tinggal di Kubupaten
Tangerang,xecamatan Serpong,Deaa Jelupemg, Rukun T:tangga 15,
Rukun Warga 05,Kampung Buaren Barat ;
Demikian kami, kesembilan anek—snak tersebut adalah para ahli
waris dari .almerhum@-A-H-TZL R

Bogor, 8 M e 1 1995.
Para ahli wurie tersebut

‘ 1' 4 _A .'.
ETAHU ., v/ , -
l" ASL‘HYA Lo, 53 TR
~ GING un '_' A ’b'\ %o L
s %QIPIN’
/Eu/zoon 2¢ K oo s

4 i k keperluan‘mrdl kantor saya,
g psykkan dalam buku register. yang disediakan untu
ANT :-E‘S’g_sg_g\nh_hu.\um Nolans di Kabupaten Bogor. pada hari lnplﬂaﬁy%nxgal 27-03-

Pendaftaran 'tanah..., Ratih Novianti, FH Ul, 2010
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3,Rukun Warga 02,
pung Prumpung ;
usn KAIBUN,berusisa
4 tahun,WNI,wira-
gt8, tinggel di Ka~
aten Bekasi,Keca-
an Kedungwaringin,
2 Kedungwaringin,
un Tetangga 11,Ru-~
warge O4L,Kampung
unggede 3

ona -MARIA jberusie
2 ¥ahun,WNI,Karya-
1,tinggal di Kabu~
enn Tangerang,Xeca-

an
angsRUkun Tetangga

Rukun Werga 05,Xam- -

g Buaran Bsrat
laku Pemisah dan

bagli,untuk selanjut-.

disebut
PIHAK PERTAMA,-

iona MARIX,berusia

3 tehun,Warga Negsra,

yesla Karyawati,
ygal di Kabupa ten
gerang,xecamatan
ong,De8a Jelupang,
i Tetarngga 15,Ru-
verge 0O5,Kampung
ran Barat

'PIHAK KEDUA, -~

b

Serpong,Dese Je-

suntuk se~
tarae berada di Bogor;

laku Penerims Pemi~
\n den Pembagian,un-:
selenjutnya disebut:

AKTA

PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN *)

No. 4345 /122 / Conung sirdwe /19 o5,

1>adahzjri ini, Jaouns _ti'f_:),’_.{f_;c-l A un ‘I\_‘_nj_ goribic sentilnn veb L
gsenlilon wuluh Lhua (2=6-1993),

datang menghadup kepada saya, MUHAMMAD. ADAM, SarJana Hukum,
Camat_Keanala Wilayah Kecamatan PeJ.Pemb.Akta Renah di Bogor,

oleh Menteri Dalam-NeperifMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Jberdasarkan-ketentuan-dalam-pasal-5-PeraturamMenteri-AgrartaNo—1+6/14967]

19 93 No.SK 59=XT-
1693,

sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam

Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Juni
bertindak
diangkat
Pasal 19 Peraturan Pemerintait No. 10 tahun 19¢1 tentang Pendaftaran Tanah
untuk Wilayah

Semua Kecematan di Ketupaten DI II Begor,—---

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta
Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta int : .

I.Puen NIPIN,berusis + 53 tehun,¥Warga Negara Indonesiea,

wiraswasta, tinggal di Kasbupeten Bogor,Kecematen Cu-

nung Sindur,Desa Gunung Sindur,Rukun Tetangga 10,

Rukun Warga O4,Kampung Prumpung,uniuk sementara bera-

da di Bogor,yang dalam perbuatan hukum di bewsh ini,

menJalani :untuk diri sendiri, dan :

ates kekuatan Surat Kuasa,tertanggsl 8 Mei 1995,

selaku wekil dari dan oleh kascrene 1itu,bertindak

untuk dan ates nama 3 :

1.,Tuan DUDUNG,berusia + 52 tanun,WNI,Petani ;

2.Nyonya ATNAWATI,berusia + 43 tshun,WNI,Ibu Rumeh
Tangga 3 _
-keduasnya tinggal di Kabupsten Bogor,Kecematan
Gunung Sindur,Desa Gunung Sindur,Rukun Tetenggs 10,
Rukun V/argas OL,Kampung Prumpung .

3.Nyonya NANI USMAN,berusia + 40 tahun,WhI,Guru,
tinggnsl di Jeksrta Pusat,Xecametan Sawah Bessar,
Keluranhan Kartini,Rukun Telangga 013,Rukun Werga
003,Jelan Kartini 9/14 ;

4.Nyonya LELA WATI,berusia + 39 tshun,WNI,Ibu Rumah
Tangga, tinggal di Kebupsten Bogor,Kecsmatsn Gunung
Sindur,Des2 Curug,Rukun Tetangge O1,Rukun Varge OS5,
Keampung Curug ;

5.Nyonys BONI,berusia + 38 tahun,WNI,Ibu Rumah Tenggs

6.Tuan PITNA GUNAWAN,berusias s 35 tahun,¥NI,Petsni ;
-kaduanya tinggel di Kabupaten Bogor,Kecamaten
Gunung Sindur,Desa Gunung Sindur,Rukun Tetangga_/

*) Akta ini dapat dipakai untuk pemisahan dan pembagian pemilikan bersama

atas tanah yang diperoleh karena pewarisan atau perbuaian hukum lainnya,

Pendaftaran tanah..., Ratih Novianti, FH Ul, 2010
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Para penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Para penghadap menerangkan lebih dahnlu bahwa merck 1 berdasarkan

-Surat Keterangan Waris,tertanggal 8 Mei 1995,dibikin

di bawah tangan, bermeterai cukup, yang disaksikan dan
dibenarkan oleh Kepala Desa Gunung Sindur,Kecama tan
Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, adalah para ahli waris
dari almarhum Tuan W—A{H-F-J—A , yang telah meninggal
dunia di Kabupaten Bugor,pads tanggal 14 September 1979;

b g iliki :
ersama-sama memiliki Bekas Tanab Milik adat ;.

_;ebidang tanah SPPT 000-0231 / 94-02 ;
o. ,

~ Hak_milik_atas,saiuan_mmah_susun.terst?xL.dalam_serti_pikax_hak_milik_atas
satuan rumalisusun-No.—
dmmikamdalmmSu:ai,-Ukur,lGambar—?&éasi{Gambar—Denah—%anggak———————"\-

. o 7
/

Luas— — m ¢

. : y e e —e - IRG LB PLISSRY)-
persil No. 35 Blok D I.- Kohir No. 'f'?ﬁ.,

P R

— terletak di
— Propinsi Daerah Tinghat 1 :
— Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 1I :

Jawa Barat ;

~— Kecamatan . Gunung Sindur ;

_ Desa/Kelurahan . Gunung Sindur ;

 Ja] .

— Adapun luas bidang tanah yang dimaksudkan daiam akta ini 5.118. m’_
(lima ribu seratus delapan belas ——-—~=- metes persegi),
dengan batas-batas sebagai berikut :
~Sebelah Utara t Tanah Thow Le Teng ;

~Sebelah Timur ¢ Tanah Thow Ba Un
«~Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
. «=Sabeluh Barat s Tanah Nipon

selanjutnya dalam akta ini disebut "objek pemisahan dan pcmbagian®’.

Pendaftaran tanah..., Ratih Novianti, FH Ul, 2010 »
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— bahwa mcreka berkehendak dan telah sepakat untuk menghentikan/mengakhiri
pemilikan bersama atas objek pemisahan dan pemibagian tersebut, dengan mem-

2pfona WRkLa

—SG-‘B-FB-h
sebagian dari

- Ad:g)un luas‘bxdanataslzh )glr;idlbagzkan dengan akta ini 250.

dengan batas-batas sebagai berikut :

~Sebelah Utara Tanah Thow Kian Ok 3
=-Sebelah Timur Thow Kebon ;

~Sebelah Selatan Tanah Thow Sipit ;

~Sebelah Barat Tanah Dudung ;
— Di atas tanah yang dibagikan ini terdapat pula

~=-=-=--8ggala tanaman yang tumbuh di atasnya.e---=-=--
~ Selanjutnya para penghadap menerangkan :

a. — bahwa - karena memperoleh kelebihan pembagian
berkewajiban untuk membayar uang tunai sejumlah

bidang tanah milik bersama ini.

m2
meter persegi)

ae 00 94 OO

kepada - g

b. — bahwa .

telah menerima sepenihnya uang tunai sejumlah tersebut dari

dan untuk penerimaan uang tersebut:akta ini berlaku pula sebagai tanda
penerimaan yang sah (kwitansi).

— Pemisahan d2n pembagian ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

~ Pasal 1-—-

. — Mulai hari ini segala keuntungan yang didapat dari—, dan segala kerugian/beban

atas objek pemisahan dan pembagian tersebut diaras menjadi hak dan beban yang
menerima objek pemisahan dan pembagian. »

— Pasal 2 -

- Para penghadap menyatakan bahwa pemisahan.dan pembagian ini_telah di-
langsungkan dengan memuaskan semua pihak dan karenanya dengan ini saling

melepaskan segala tuntutan atau gugatan mengenai kekurangan maupun kelebihan
dalam pemisahan dan pembagian ini.

— Pasal o=

— Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek pemisahan dan

pembagian dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh Instansi Badan Pertanah-

an Nasional, maka
~kedua belah plhak akan menyetuJui hasil pengukuran yaag dilaku
kan oleh petugas dari Kantor Pertanahen Kabupaten Bogor,dan
pihak~pihak aken menyetujul atas hasil pengukuran tersebut.
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—~Pasal G.= '.
-Pihak pertama menjamin,bahwa atas spa yang dipisahkan

‘dan
dibaglkan dengan akta ini,tidak ade orang lain yang mempunyali
hak atsu turut mempunyai hak,segala gugstan deri aispspun
karena- hak orang lain, adslah tanggungan pihek pertnma.

— Pasal 5 | —~

— Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat ke-

diaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan
Negeri di Bogor.

— Pasal S

— Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala hiaya mengenai peralihan hak
ini, dibayar oleh
Pemree e —— ~--==pihek kedug,=—w=
— Demikianlah akta ini dibuat dihadapan

1.Tuan H.MM.Asnawl, Kepala Desa Gunung Sindur, dan

2.Tuan Mad Soleh, Sekretaris Desa Gunung Sindur,

~keduanya tinggal di Desa Gunung Sindur,Kec.Gunung Sindur,

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka kemudian akta

ini ditanda tangani atau-dibubuh)-cap-tbu—jari oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya, Peixdvax Pembuat Akta Tanah. .

Para penghadap
=Pihak pertama,

-Pihak kedusa,

ttd., ttd.
N IPTIN. Nn.MARIA,

Saksi Saksi

ttd/cap. ttd.

H. M ASNAV I, MAD SOLEH.
-Diberikan sebagail

Qleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah

Untuk Wilayah Semua Kecamatan di
Kabupaten DT II Bogor,

ttd/cap.

MUHAMMAD ADAM, S.H.
D ADAM, S.H.

SEBELUM OBJEK PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN DIMAKSUD: DALAM AKTA INI DI-

DAFTARKAN KE KANTOR PERTANAHAN, DILARANG UNTUK DIPINDAHKAN
KEPADA PIHAK LAIN,

Pendaftaran tanah..., Ratih Novianti, FH Ul, 2010



AKTA JUAL BELI

No: 24/ 2007.
Lembar Perramal Kedua

Pada hari ini. Kamis tanggal 6 ((ENAM c oo m e )
bulan Desember tahun 2007 (dua ribu tujuh.---—--
___________________________________________________________ )
hadir dihadapan saya RINI YULIANTI. Sarjana HUukum --------ccccecemmemmmmeanane oo
yang berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional ------ceecemeeeaeen
""""""""""""""""" [anggﬂl 11‘02'2005 nomor Z'X'A'zoos Sestmwane

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. dengan daerah kerja- NAbupaten Bogor ---
----- feesecesecmesossccee L nerkantor di JMan Raya Parung Nomor D 107, -ooeeeeoneie e

dengan dihadiri oleh

saksi-<asi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----—
1. Nyenya MARIAIL Umur 21 tahun (25-12-1975), Warga Negaa Indonesia, ----- -

ibu sl tingga. bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Pengi. --
Rukun Tctangea 18. Rukwn Warga 05. Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan --
N LA R LT T T T
-Pemepang FKart ‘Tanda Penduduk Nomot 321905820161 210093 - cevevnvninieenoae
-Mcnunit keterangannya untuk melakukan tindakan hukwa dalan akta i telah -- -
mendapat persctujuan dari suami sah satu-satunya bemaina Tuait ALOY. Unnu 34
tahun (09-08-1972). Warga Negara Indoncsia. pegawai swasta . botempat tineeal -
sama dengan istrinya Nvonva MARIALL tersebut, «cceveemennee v covmveeenii
-Pemegang Kartw Tanda Penduduk nomer : 3219052016, 1 SA922 1 vane toms hadii
dihadapan says, Pejabat. eana ikut asenandstangang akbn i ool

-Keduanya unuk s ini berada di Kafmpaten Bogor, «oooooemeee - el
“Selaku Penjual™, untule selanjutnya disebut “Pihak Pevtama™. .. .
I Cuan MARISON PARDEDE. Unun 33 tahun (27-06-1972). Wiarea Negarg --o-. -

Indane i, karvawan beptempat tineeal di Takarta S=latan, Inbm F1Y A Dachbae
Nomoes L Rukun Tetangga 002, Rukun \\'-II",I VO Fehwaliag i bela o
Kecommatan Kebavoeran Barn . ereeraeiiatecsieiene tamannesiesies

Jameans Kavta Tanda Penduduk Nomeor (00 3307 2706720180 Ll
Uitk samt i berada di Kabupaten Pocap, ceeeveee oL i

“Selaku Pembeli™ imtuk sefanjummya disebut “Pihak Kedua”

tet Fneel o b Hodnon 100 *
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Cddnn -

el

1asahkan -
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LRy

Para penghadap dikenal olel sava/d

sayA kenal dan vang lain diperienalkon olehnva

yang aran disebutkan pada akhir ok ini.

Pihak Pertama mencranchan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan

Pihak Kedua mencrangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertma:

rd

Nomor

atas sehidang tanah scbagyﬁ%u

diurnikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

2
Nomor seluas m-  (

Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB )

Flak Pakai Nomor
Nomor Identilikasi Bidang Tanah ( N
yaitu scluas Kurang lebih

melter

aimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Ll b | ada—al I
)ﬂllb \Illd.ll}.rﬂ NdaTy ]ll?l’\lﬂ .u\{u mwitl.

.

o Flak Milik atas sebidang tanah § - eeeo oo
Persil Nomor 35.D1 Blok Wahiya  Kohir Nomor J32 e
scluas kurang lebib 2200 m? ¢ dnatats b prinh e
--------------------- meter persegi ). dengan batas-balas @ ---mssmsesmmmmcacieeno.

- Litma . Uanaly Mibik Thow Kian OK.
- Tinm © Tanah Milik I'how Kcebon.
- Schatan - Tanah Milik Thow Sipit.

- S Tanah MBL Dudune
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sebhagaimana divraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta i, ceeoaoeoiieaanee

berdasarkan alat-alat bukti berupi @ -emmmmsmmmmmme s -
- Sanat fectaonzan Riswayat b
- Swat Foetevmean fdak Senvkely
- SPET PBEB rahnn 2007

- Salynan Lerter ¢ No. 132,

e Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ; -eeemmemcommmee L
Nomor
(CFICHAK i 2 oomommmmmmnm e omren oo m oo
- Propinsi 3
I Jawa Barat . ---oeememeeen L
- Kabupaten/Kota i)ogm'. ................. . ..

- Kecamatan i y
Gununyg Sindur.

- Desa/Kelurahun - v
s/ Gunung Sindur. - oo

- Jalan

Jual beli ini meliputih pulit @ --oocemmemm o es

Schidang tanah Kosony heserta sepala nnutannya.

selanjutnya semua  yang  diuraikan di atas datam aka ini disebut "Obycek Jual

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mencrangkan bahwa o -oooooooooooo -

- . Jual beli ini dilakukan dengan harpa Rp, 25.750.000,- (dua puluh --
lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) cc—emeeoa- -

1

b, Pihak Pertama mengaku elah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas
dari Pihak kcdua dan untuk pencrimaan uang tersebut akta ini berlaku

pula sebagai tanda penerimaan yang sall ( KWILINST ), sssemmmasmsmesencanacaaeeee

Vha fuei B Hatamam 3 bt
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c.  Jual beliini dilakukan dengan syirat-syarat sehagan berikut

------------------------------------------ Pasal |

Mulai hari im obyek jual beli yang diuraikan dabim akta ini telah menjadi
milik Pihak Kedua dan Karenanya segala keuntungan vang  didapat  dari,
dan  segala Kerugian/beban  atax obyek  jual beli qersebut  di atas menjadi

hak/beban Pihak Kedua,

7
AR T L e L L L LT PR PR PR NP PR PP Pasal 2 - ccmmees oo e e
T Disatbas - Pihak Pertama menjamin. bahwa obyck jual beli ersebut di atas tidak
tl.- . . . .
- tersanghut dalam suatu sengketa. bebas dari sitaan, tidal terikar sehagai
o jaminan untuk sesuatee utang yang tdak eveatat dalam sertipikat, dan
bebas dary beban-beban Liinnya yang berupa apapun, -----c--ooemceemcmmcommmamnees
---------------------------------------- Pasal 3 seeemoeece e e e
Merzentiquabbeh-ni-telah-diperoleh-txtn-pentinduhun-hak-dari ://‘/
' tinegal —
/‘-b
Nomuor — :
{2s3)—
Fasai . _ . R,
] dd Pihak  Kedua dengan  inimenyatakan bahwa dengan jual beli o
Disahkarn - Kepemilikan tanahnva tidak  melebihi Ketentuan maksimum - penguasaan
ttal. -

tinah menurut ketentuan perundang-vndangan vang berlaku sebagaimana

tercantum dalam pernyataannyi |:mgg:\h,‘ﬁ im

4edcsemtirne seemissstasatasnantan ana

Daktam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli
dalaom akta ini dengan hasil pengukuran oleh instanst Badan Pertanahan
Nasional, maka para pibak akan mencrima hasil pengukuran instansi
Badan  Pertanahan Nasional  tersebut dengare tidak - memperhitungkan
Kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan,

....... R P [ SECEER et emml e ccmeceacareaceccian

- Apabiba i Kemudian hari ada engeatan mengenai jual beliini dart pihak lain, maka
eneatan tersebut menjadi tangeung, jawab Pihak Pertama, bukan tanggnng jawab

Pibak Fedua saksi-saksi maupun Pc_idbal Pembuat Akta Tanahy -----oemeenmeene o -

WUpo bassb o 1 Idnnan > bt 7
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-Kedua belah pilak menjamin mengenm ketenaan Harza Jusl Beh identitas

kedua belab pihak vang diberikan berdasarkan akra ini dan menjamin bahwa -

surat atas tanahnya adalah sah dan tidol pernah dipalsukan. Schubungan -----
dengan hal tersebut, kedua blah pihak menyatakan dengan tegas --ceveeeenens

membebaskan PPAT dari sopaly it berupa apapun snengena hal-hal ----

Ic[‘scl‘)u[' S L L L T T T O

---------------------------------------- Pasal .
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera

Pengadilan Negeri  Cibinong di Cibinony. «--eeeceeeeemeeen oo

Biaya pembuatan akta ini, uvang saksi dan segala biaya peralihan hak ini

dibayar oleh Pilul. Flealim oo oL

Ackch rp-hadi—juga—di—hadapai—saya—dengan—dihadid—oleh—nah s

sama dun akan disebutkan pada akhir akta ing @ eecceecommommmna T

yang erangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan
e al-bekdalim-alda i
Demikiantah akta ini dibuat.dibadapan para pihak dan @ -oco-oo-o-- R

ate

- ENDAN: SUTISNA, SH.‘, flepala Desa 3unung Sinduer, dapn ----==~

- MADSOLEH, Bekretaris Desa Sunung Sindur, -~ccemeccmcmnaaa=

6

At Qoo Bl
o Qoo Bty Ih:l.mnnm.hv"7
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bt Perbnat Akta Tanah

sebagin saksi-saksi, dan sewclah dibacakan serta dijelaskan, maka  sebagai

bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Periama dan Pihak

Kedua tersebut  di atase akta ini ditandatanganifeap  ibu jari olch Pihak

Pertania, Pihak Kedua, para saksi dan sava, PPAT sebamyak 2 tdua) rangkap
ashic sattu b oCsatuy rangkap Jembar - pertama disimpan di Kantor: savae dan |

Csou v rgkap lembar hedse disaopaikan Kepada Kepala Kantor Pertanahan
l')\":ol‘_......_......................-......».......... PR

Kabupaten/Kota

untek Eypddian pendafiavan peraliban hak akibat jual belt dalam ok ini,

Pihak Pevtoma a Pihalk Kedua
ANCARIANY (MARESUN PARDEDLS

e LN -
Suhsi " Saksi
ttd. ) 1.
_ENDANG. SUTI3MA,. SH.

.............. MADSOLBR.......c...

Pejabam Pembuat AKta Tanah

tnd

........ (R m'{. .\.’L] l*:\NTL S.I.I) tetireianes

7 .
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BADAN PERTANARAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
JI. Tegar Beriman Cibinong Bogor Telp. (021) 87901140, 87901141

RISALAH PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN
‘ DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK
DITINJAU DARI PERTIMBANGAN TEKNIS PENATAGUNAAN TANATI
NOMOR: 410/ 59/ P/ 2008 TANGGAL: :} -4 - 2008

I. ULdentitas Pemohan

a  Nama : Ratih Novianti
Ir  Beotindak atas nama (cpabala dikeasakan) : MARISON PARDEDE.
¢ Alamnt - Griya Bintara Indah Blok FF 1 No. 7,
Bekasi.
2. Keterangan tanah yang dimohon
a Jalan, nomor, RT/R\W : Kp. Prumpung
b Desa/Kelurahan : Gunungsindusr
¢ Kecamatan . Gununasindur
d Luas tanah yang dimohon . 25¢M° (PBT No. 379/2008)
¢ Grid . 32-AT .
I” Penguasaan tanah © Tanah Negara (perlu penelitian Iebih lanjut).
g. Penggunaan tanah saat ini . Tanah Kosong

h. Rencana penggunaan dan pemaniaatan tanah -+ Rumah tinggal
1 Fungsi kawasan dalam RTRW '
- Perda 17 Tahun 260G
Kawasan Pangembangan Perkotaan S 230 (100 %)
3. Rcekomendasi
& Periimbangan:
i Berdasarkan Peratwran Dacrah Nomor 17 Tabun 2000 (entang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaven Bogor sampai dengan Tahua 20'0.  lokasi tanah yang dimohon
berada pada Kawasan Pengembangan Perkolaan.

2 Bahwa tanah yang dimohon telah dikuasai sleh pemohon sesuai Akta Jual Belh
N0.34/2007, tavggal 06 Desember 2007 yang dibuat olch dan dihadapan Notaris Rini
Yulianti, SFT D otaris dan PPAT i Bogor,

3 Berdasarkan kovdisi fisik data kemampuan tanah, serta zona Kerentanan tanaih yang

termasuk pada }asifikasi rendah secara teknis sesuai uniuk rencana penggunaan dan
pemanfaatan rumh tinggal, dengan tericbih dabulu melakukan rckayasa teknis. .

4. Berdasarkan hasil Pemcriksaan [apang No. 410/58/P1/2008, (:\ng%gal 28-03-2008.
penggunaan dan yemanfaatan tanah adalah tanal: koseng seluas 250 M° (100 %), sedang
penggunaan tanah sckitar berupa pemwukiman.

h  NMemperhatikan hal-hal 1ersebut di atas maka dari Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah,
permohonan  atas  rima MARISON PARDEDE untuk  rumah  tinggal dapal
dipertimbangkan, dengen persyaratan, menggunakan dan mapanfastkan tanah scbagai berikut :

1. Tidak dibenarkan dialihkan kejenis penggunaan 1anah lainnya, 1anpa dilandasi pemberian

izin dari Intansi yang Lerwvenang,

2. Bangunen histk hanya diperkenankan untuk runtah tingual  dan sebelum melaksanakan
pembangunan wajib menyelesaikan perizinan dan ketentuan teknis dipersyaratkan untuk
rumabh tinggal.

Untuk meningkatkan fungsi cesapan air, pemohon wajib membuat swinur resapan yang

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan dinas terkait, sedangkan terhadap bidang tanah

yang lildak terbangun agar ditanami tanaman penghijauan atan dimanfaatkan untuk ruang

terbuka hijau. .

. 4. Pemohon wajib memelihara kelestarian lingkungan hicup dan kualitas lingkungan sekitar
mencegan kerusakan tanahnya dengan tetap mencipiakan suasana yang aman, tertib.
lancar dan schat.

5. Pembuatan saluran pembuangan limbah rumah tanewa 2ear dipaduscrasikan *dengan
sarana dan prazarana yang sudah ada schingea  dampas pencemarannya dary kegiatan
terscbut dapReddaitaranliaivah..., Ratih Novianti, FH Ul, 2010
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G. Perohon wajib nelaksanakan penclitian terbadap status tanah yang dimohon, dan
perolchan tarah dilaksanatan langsung dengan pemilik garapan atau yang mempunyai
huhungan bukum dengan tanab dimohon melalni mekanisme perundang-nndangan
Kabunpaten Bogor sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 379/2008 1anggal 31-01-2008. akan
tetapi apabila terjadi tumpang tindih penguasaan dengan pinak fain baik fisik maupun
yuridis, pemohon wajib mengadakan koordinasi dan penyesuaian, serta menyclesaikan
dengan cara musyawarah atau mencipuh proscdur Laini sesuai dengan ketentuan,

8. Apabila ada tuntwan ganti kerugian sebagai kompensasi terhadap dampak negatif yang

ditimbulkan akil at adanya perubahan penggunaan tanah ierschut, baik yang datang dari

Pemerintah maupun masyarakat,| sepenthnya meniadi Binegenng iwah pemohon

Apabila dikemudian hari akibat Legiatan terschet terjadi kerusakan tanah, penurunan

mutn/kualitas tanah vang diakibatkan olch kelalaian pemohon, termasuk menterlantarkan

tanahnya, maka dampak negatif’ tersebut inenjaci langgung  jawab pemohon, dan

Pemerintah berwenang untuk mengadakan pengaturan kembali. ‘

D

Keterangan lebiki lanjut menaenai tanah vang dimohon oleh MARISON PARDEDE  dapat
dilihat pada peta terlampir.

Cibinong, ‘ } _ 4_ 2008

PENGATUHRAN DAN

NIP. 0107108 198

L
1oL

e
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

Nomor ; @f/_ 30Q.0- 32-9 - 2008

TENTANG

PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH SELUAS 250 M?, TERLETAK DI DESA GUNUNG

SINDUR, KECAMATAN G

PARDEDE.

UNUNG SINDUR, KABUPATEN BOGOR ATAS NAMA MARISON

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

MEMBACA

MENIMBAING

:Sural Permohonan dari RATIH NOVIANTI beralamat Griya Bintara.Indah Blok FF.1
Nomor : 7 Bekasi tanggal 31-03-2008 bertindak untuk dan atas nama MARISON -

PARDEDE sesuai Sural Kuasa lan
berhubungan dengan itu:

oA

ggal 27-12-2007, beserta surat-sural yang

Bahwa pemohon mengajukan permchonan Hak Milik atas sebidang tanah
sgluas 250 M?, sesuai hasil pengukuran Kadasteral, yang diuraikan dalam Pela
Bidang Tanah tanggal 31-01-2008 Nomor : 379/2008 NIB.10.10.21.08.01910,

terletak di Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten
Boger,

Bahwa tanah yang dimohon seluas 250 M?, berdasarkan data-data yang
dilampirkan yaitu Berupa C. Desal*Girik Nomor : 132 Persil 35 D.l, statusnyg
semula adalah Milik Adat tercatat atas nama TOUW SULJ HOK,¥terletak di
Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;

Bahwa setelah diadakan penelitian oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A”,
ternyata tanah Milik Adat sebagaimana huruf a di atas pada saat berlakunya
tJndang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dimiliki oleh TOUW SUIJ HOK (Warga

Negara Keturinan) dan lidak dapat membuktikan Kewarganegaraan

Indonesia, sehingga sesuai Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun

1960 maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada-
Negara.

. Bahwa

File SK.H CECEP SOEMARNA/Tamansa/ Ta¥

Pendaftaran tanah..., Ratih Novianti, FH Ul, 2010



P

MENGINGAT

MENETAPKAN
PERTAMA

File SK.H CECEP SOF

-3-

Undang-Undang Nomor : § Tahun 1950 (LM Tahun 1960 Nomor : 104);
Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1997 Jo. Momor : 20 Tahun 2000;

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997;

Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2002; -

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2006;

Kepulusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2003;

Peraturan Menteri Megara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Momor: 3
Tahun 1997,

8.  Peraturan Menleri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor; 3
Tahun 1999;

Peraturan Merleri Negara Aqrarial Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9

N WN -

9.

,/7 Tahun 1999;
(1Q, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 Tahun 2006;
1.

Peraturan Kepala Bar'an Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun
2007;

12.  Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor : 1 Tahun 2003,
’ MEMUTUSKAN

Memberikan Hak Milik atas sebidang lanah yang dikuasai langsung oleh Negara

seluas 250 M? (dua ratus lima puluh meter persegi), dengan bentuk dan batas-
batasnya sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 31-01-2008
Nomor : 379/2008 NI8.10.1C.21.08.01910, terletak di Desa Gunung Sindur,
Kecamatan Gunung Sindur, Kabupater Bogor, kepada :

-Nama : MARISON PARDEDE

- Tempat/ Tg\. Lahir - Balige, 27-06-1972

- Pekerjaan . Karyawan .

- Alamat : K.H. Ahmad Dahlan No.14 RT.002/RW.001, Kelurahan

Kramal Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Timur.

Dengan kelentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena Pemberian Hak Milik ini,
maupun segala findakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan, menjadi
tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak;

2. Bidang tanah tersebut harus diberi landa-landa balas sesuai dengan kelentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya;

3. Tanah tersebut harus digunakan dan dimaniaatkan sesuai dengan peruntukannya dan
sifat serta tujuan dari hak yang diberikan;

4. Penerima hak diwajibkan membayar Uang Pemasukan kepada Negara selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan terhitung scjak tanggal keputusan ini sebesar Rp.115.000,-
(seratus lima belas ribu rupiah) meizlui Bendaharawan Khusus Penerima Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor di Cibinong dan dimasukan dalam Rekening Kas Negara
Mata Anggaran Nomor : 56.01.0545, dengan perincian sebagai berikut :

2% (LT x NJOP - NPTTKUP) '
2 % (250 x 103.000 - 20.000.0000)

2 % (25.750.000 - 20.000 000

2% (5.750.000)

= Rp.115.000,-

KEDUA .............

MARNASTa ansanftal ’
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D. Bahwa kemudian berdasarkan Sural Kelerangan Ahli Waris tanggal 08-05-
1995 yang dietahui Kepala Desa dan Camat Gunung Sindur, TOU SUIJ HOK"
(SUKARNA) telah meninggal dunia paca tanggal 14-09-1979 dan
meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris yaitu NIPIN, DUDUNG,
ATNAWATI, NANI JSHAN, LELAWATI, BONI, FITNA GUNAWAN, KAIBUN
dan MARIA, keinud'an bardacarkan Surat Kuasa Waris tanggal 08-05-1995
para ahli waris terszbul d° 2.as memberikan kuasa kepada NIPIN untuk
mengadakan peniisahcn aza pembagian harta warisan berdasarkan Akla-
Semisahan dan Peirragian Nomor : 1846/122/Gunung Sindur/1995 tanggal
1)2-06-1995 yang dibuat oleh dan dihadapan MUHAMAD ADAM, SH PPAT di
Bogor, dimana salah seorang ahli waris bernama MARIA menerima
pembagian harta peninggalan berupa tanah seluas + 250 M?,

E. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 06-12-2007 Nomor : 34/2007 yang
dbuat oleh dan dihadapan RINI YULIANTI, SH PPAT oleh Ny. MARIA

(MARIAH) tanah tersebut dialihkan/ dijual kepada MARISON PARDEDE
(pemohon). |

Bahwa mengingat tanah tersebut pada huruf B di atas statusnya adalah tanah «
Negara karena kelentuan Undang-Undang Nomor : Tahun 1960 Pasal 21 ayat
2, maka Akta Jual Beli tanggal 06-12-2007 Nomor : 34/2007 dianggap sebagai
bukli peralihan garapan atas tanah yang bersangkutan dan pembeli (pemohon)
sebagai pihak yang menguasai tanah tersebut dengan itikad baik belum

mendapat perlindungan hukum serta mempunyai prioritas untuk mendapatkan
sesuatu hak:

Bahwa terhadap tanah yang dimohon tidak terdapat kepentingan orang lain
dan kepentingan umum, tidak lerdapat sengkela baik batas-batasnya maupun
penguasaannya, belum pernah dioper alih garapannya kepada pihak lain dan
belum pernah disertipikatkan, sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak
Sengketa dari pemohon yang diketahui Kepala Desa Gunung Sindur tanggal
07-05-2008 dan Surat Pernyataan Penguasaan Pemilkan dan Penguasaan
Tanah yang diketahui Sekrelaris Desa Gunung Sindur tanggal 31-03-2008;

H. Bahwa tanah yang dimohon telah dikuasai oleh pemohon baik secara yuridis

maupun secara fisik sebagaimana diuraikan/ dituangkan dalam Risalah Panitia
“A” tanggal 03-05-2008 Nomor : 310.1-52/PAN'A"/V/2008;

1. Bahwa berdasarkan Risalah Pengaturan dan Penataan Pertanahan Dalam
Rangka Pemberian Hak Ditinjau dari Pertimbangan Teknis Penatagunaan
Tanah tanggal 07-04-2008 Nomor : 410/59/PH/2008, penggunaan tanah saat
ini masih merupakan kebun campuran, rencana penggunaan tanah untuk
Rumah Tinggal, Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Pengembangan

Perkotaan (Perda Nomor: 17 Tahun 2000), sehingga terhadap permohonan
tersebut dapat dipertimbangkan;

J. Bahwa permohonan atas tanah dimaksud dapat dipertimbangkan untuk
dikabulkan dengan kelentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat

.Kepulusan ini;
MENGINGAT ...
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Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertipikat; penerima hak harus mendaftarkan g
hak yang diperolehnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dilunasinya kewajiban
sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA angka 4 dengan memperlihatkan asli Surat

Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan serta menyerahkan
folocopynya pada Kantor Pertanahen Kabupaten Bogor;

KEDUA

KETIGA Hak Milik ini mulai berlaku teshiiung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Bogor di Cibinong;
KEEMPAT Keputusan Pemberian Hak Milik ini dengan sendirinya menjadi batal apabila penerima hak .
tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan
Diktum KEDUA;
KELIMA Penerima Hak setelah mendapatkan serlipikal Hak Milik agar segera melaksanakan
pembangunan fisik dengan lerlebih dahulu mengajukan permohonan ljin Mendirikan
Bangunan (IMB) kepada Pemerintah Kabupaten Bogor,
KEENAM M=zngenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Pemberian Hak Milik ini, penerima
hak dianggap memilih tempat kedudukan tetap (domisili) pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Bogor;
KETUJUH Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam penetapannya
keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana meslinya;
DITETAPKAN DI : CIBINONG
PADA TANGGAL : (9= (7 (- 2008
NIP. 010 102 656
KEPADA :

Yth. Sdr. RATIH NOVIANTI
Bertindak untuk dan atas narna
MARISON PARDECE

di Griya Bintaro Indah Blok FF.1 Nomor : 7 Bekasi.

Keterangan :
1. Luas tanah yang diberikan 250 M2
2. Uang Pemasukan kepada Negara Rp.115.000,-
Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
Gubernur Jawa Barat di Bandung
Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional Republik indonesia di Jokarta.
Kepala 8iro Umum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;

Kepala Kantor Wilay=h Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat di Bandung;
Bupati Kabupaten Bogor di Cibinong;

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Megara di Bogor
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Cibinong;
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di Cibinong.

WONOO WD =
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No. 84-310.1-32-9-2008
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Resmigahan / Renggabungan hidang
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c)

SURAT UKUR
Tel. 23-06-2008

No. 294/Gunung Sindur/2008

250 M2. ( Dua Ratus
Lima Puluh Meter
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h) PENCRBIT/\N SERTIPIKAT

Bogor 18 It 200

chd] v Kantor Pertanalin

Kabupaten / Kotz
\
Bogor
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' SURAT UKUR

. Nomor': 294/ Gunung Sindur_/ 2008, ... coa

’

SEBIDANG TAN.;\ HTERLETAK DATAM

Propinsi : ' . JawaBrrat
Kabupaten / Keta ) L BOSOL. . i i

Kecamatan : ~  GuyupgSindut.. . . . .

Desa/Kelsrahan : GuoungSindur... . .

pee

Peta :«‘......'.RQI..NQ.-...‘...}??QQQ.S‘..(.D&?ﬁ.ﬁ!..gggqqgnsmglur)NOmOl‘ Peta Pendaftaran :

tembar : 4 Kotk i gm

Keadaan Tanah @ Sebidang tapah...darat. ./ kosong

iedle L

Tanda-tanda batas : Pilar

Luas o 250 M2 ( Dua ratus lima puluh mcter persegi )

penunjukan dan penctapan batas Batas-batas ditunjukkan olch :

Marison Pardede
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. Daftar Isian’,302tgi. 07 - 12 '--2007:- ... No." 32484
" Daftar Isian 3074gl. - 23 - 06 - 2008  No 34811

Tanggal Penomoran Surat Ukur .t

7 . i ea e : r

UNTUK SERTIPIKAT .~ . Bogor, Tgl. 23 - 06 - 2008
BOGOR 18 JuL 2008

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

aXantor Pertanahgn/ Kantor Pertanahan
I%aten / Kota » Kabupaten / Keta
.Bogor .

ttd

GBIR YUSUR, MBA _ I IWAN NUZIRWAN A
NIP - NIP. 010 10.2 656 . ) N1? 010 171 864

Pemisahan
Lihat surat ukur  Pengpabungin
Pengganti

Nomor : Nomor hak

Dikcluarkan surat ukur Nomor o
. Luas ) Sisa luas
Fanggal Nomor ) hak

_Sisanya diuraikan dalam suratukurNomor : =~~~ Nomorhak: :
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